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Kepemilikan merupakan suatu penguasaan seseorang terhadap sesuatu barang 

atau harta benda baik yang dimiliki secara riil maupun secara hukum. Dalam 

Islam segala sesuatu yang berharga di dunia ini hanya kepemilikan Allah SWT, 

BPN memiliki peranan yang penting dalam proses pendaftaran tanah hingga 

mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan dengan pendekatan yuridis formal dengan menggunakan konsep-

konsep dalam ilmu hukum dan Fiqh dalam melakukan gabungan keduanya dapat 

dilihat melalui perspektif putusan hakim pada putusan PTUN Banda Aceh 

No.50/G/2019 tentang kasus kepemilikan bersertifikat tanah berganda dalam 

perspektif siyasah idariyah. Sehingga fokus kajian skripsi ini terkait, pertama 

bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Banda Aceh No. 

50/G/2019 tentang kasus kepemilikan bersertifikat tanah berganda, kedua 

bagaimana interpretasi hukum oleh hakim PTUN Banda Aceh dalam mengambil 

keputusan terkait kasus kepemilikan bersertifikat tanah yang diterbitkan di atas 

tanah sebelumnya, ketiga bagaimana tinjauan siyasah idariyah dalam 

penyelesaian sengketa kepemilikan bersertifikat tanah berganda dalam putusan 

PTUN Banda Aceh No. 50/G/2019. Pertimbangan hakim merupakan dasar atas 

hakim untuk menjatuhkan suatu putusan pengadilan yang harus didasarkan pada 

teori dan hasil dari penelitian yang saling berkaitan sehingga hasil penelitian 

yang seimbang dan maksimal dalam tataran teori dan praktik. Putusan Hakim 

mengenai sertifikat berganda memiliki berbagai hukum yang penting baik bagi 

pihak yang bersengketa maupun dalam konteks administrasi pertanahan secara 

umum. BPN yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan 

yang menyebabkan keluarnya putusan PTUN atas batalnya suatu sertifikat 

tanah, dan peradilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi dalam sengketa pembatalan sertifikat tanah. 
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5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada keluarga saya, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت
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 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
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 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فعَلََ  -

 suila  سُئلَِ  -

 kaifa  كَيْفَ  -
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 haula حَوْلَ  -

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَقوُْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفاَلِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

munawwarah 

 talhah   طَلْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
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ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di 

depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلََمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الْجَلَ  -  al-jalālu 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِيْنَ  - -Wa innallāha lahuwa khair ar  وَ إنَِّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّ

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعاَلَمِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ -Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar   الرَّ

rahīm 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ ا - مُوْرُ جَمِيْعًالُ لِِل    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemilika in a ida ila ih pengua isa ia in seseora ing terhaidaip sesuaitu berupai 

bairaing aita iu hairta i baiik secairai riil maiupun secairai hukum. Islaim mempunyaii cairai 

paindaing tersendiri mengenaii konsep kepemilikain hairtai benda i, dailaim Islaim 

sendiri segailai sesuaitu yaing berhairga i diduniai ini hainyaila ih milik Ailla ih SWT. 

Ya ing memungkinka in pemilik mela ikuka in tinda ikain hukum, seperti juail beli, 

hibaih, wa ikaif, da in seba igaiinya i, sehinggai dengain kekua isa ia in ini ora ing la iin 

ba iik seca ira i individua il maiupun kelembaigaiain terhailaing untuk mema infaiaitka in 

aita iu mempergunaikain bairaing tersebut. Paida i prinsipnyai aitais daisa ir kepemilika in 

itu, seseora ing mempunya ii keistimewa ia in berupa i kebeba isa in da ila im berbua it 

sesuaitu a itaiu tida ik berbuait sesuaitu kecuaili aidai ha ilaingain tertentu yaing diaikui 

sya irai’.1 

Da ilaim kepemilikain ha irtai, Islaim tela ih menentuka in beberaipai ca irai yaing 

hairus diketaihui dain dilaiksaina ikain oleh setiaip oraing. Da ilaim kitaib fiqh klaisik 

disebutkain tidaik kura ing dairi 25 maicaim cairai untuk mendaipaitkain hairta i. 

Dia intairainyai aida ilaih juail beli, sewa i-menyewai da in laiin sebaigaiinyai. Seiring 

dengain berkemba ingainnyai zaimain caira i tersebut lebih bainya ik laigi seiring denga in 

kemaijuain ilmu dain teknologi dailaim maisyairaikait. Semua i metode itu 

diperbolehkain selaimai tidaik bertenta ingain dengain syairiait islaim, dain memiliki 

kemaislaiha itain ya ing besair baigi umait mainusiai. Kemaishaila ihaitain yaing dimaiksud 

iaila ih terpelihairainyai hairtai dairi pemindaihain haik milik yaing tidaik sesuaii menurut 

prosedur hukum, dain dairi pemainfaiaita innyai tidaik sesuaii dengain kehenda ik Ailla ih 

SWT. Da ila im konteks Fiqh , kepemilikain tainaih dain hairtai bendai secairai umum 

dia itur berdaisairka in prinsip-prinsip ma islaihait yaing sesuaii dengain yaing ditetaipka in 

                                                   
1 Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusoalikhin, "Analisis Kritis Konsep 

Kepemilikan Harta dalam Islam", Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 19, No. 2, (2020),  hlm. 

133-134. 



2 
 

  

sya irai’.  Paidai penggunaiain dain pemainfaia itain ha irtai jugai ditetaipkain tentaing 

baitaisain-ba itaisain dain kewaijibain aitais kepemilikain seperti zaikait sebaigaii ibaida ih 

ma iliya ih dailaim tingka itain hukum taiklifinyai waijib, naimun untuk waika if 

hukumnya i paidai taitairain sunait.2 

Da ilaim ketentuain hukum positif, untuk mengaitaisi kepaistiain hukum aita is 

pendaiftaira in taina ih dain kepemilikain sertifikait gaindai yaing menjaidi pokok 

permaisaila ihain di maisyairaikait. Maikai, secairai jelais tela ih diaitur tenta ing kepemilika in 

hairtai termaisuk haik aita is tainaih dain properti. Sailaih saitu ketentuain yaing hairus 

dipenuhi paidai ha irtai dailaim bentuk ba iraing tidaik bergeraik, seperti tainaih tersebut 

daipait dibuktikain dengain aidainyai sertifikait da in dokumen resmi ya ing dikeluairka in 

oleh Lembaigai Pemerintaih aitaiu Notairis. Sesuaii dengain ketentuain Peraitura in 

Pemerinta ih Nomor 24 Taihun 1997 yaing menga itur hail yaing saimai, teraikhir 

disempurnaikain dengain Peraiturain Pemerintaih No. 18 Taihun 2021 yaing 

mengaitur tentaing haik pengelolaiain, ha ik aitais tainaih, rumaih susun dain pendaiftaira in 

tainaih. Jaidi daipa it diura iikain baihwai urutain kegiaita in pendaiftairain tainaih aidaila ih 

pengumpulain da itai, pengelolaiain daitai, penyimpainain daitai, dain penyaijiain daitainya i. 

Bukti aitais kepemilikain tainaih tersebut hairus dipenuhi oleh pemilik tainaih sebaiga ii 

daisair untuk pengaikuain aitais ta inaih ya ing dimilikinya i tersebut, dain sesuaii denga in 

regulaisi di aitais, setiaip saitu bidaing ta inaih ha inyai dikeluairkain saitu sertifikait saijai 

sebaigaii bentuk kepemilikain dain tida ik boleh aidai sertifikait gaindai, kairenai ha il 

tersebut daipait dipaistikain terjaidi duplikaisi dain pemailsuain aita is kepemilika in 

tainaih.3 

Da ilaim ketentua in hukum   Perdaitai, seca irai yuridis telaih ditetaipka in 

tentaing proses penentua in kebenairain formil dailaim suaitu perkairai yaing terjaidi 

yaing berhubungain dengain hairtai, terma isuk permaisailaihain duplika isi aita is 

                                                   
2 Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikan Menurut Islam", Jurnal Dusturia, Vol. 8, 

No. 1 (2018), hlm. 130-131. 
3 Amoury Adi Sudiro dan Ananda Prawira Putra, "Kepastian Hukum Terhadap Hak 

atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan atas Tanah Yang Telah Didaftarkan", Jurnal 

Magister Ilmu Hukum, Vol. 5. No. 1 (2021), hlm. 43. 



3 
 

  

kepemilikain taina ih. Selainjutnyai daila im hukum Aicairai Perdaitai jugai ditetaipka in 

tentaing   jenis ailait bukti da in keaibsaihainnyai seba igaii tingkait kebenairain paidai 

proses pembuktia in. Ketentuain tersebut telaih diaitur   dailaim Pa isail 1886 KUH 

Perdaitai dain 164 HIR, yaiitu, bukti tulis, bukti keteraingain saiksi, bukti 

persaingka iain, bukti pengaikuain dain keteraingain terdaikwai, kairenai dailaim perkairai 

pidainai ya ing dica iri aidaila ih kebenairain maiteriil.4 

Sertifikait haik milik memberikain kepaistiain hukum mengenaii sia ipai yaing 

saih dailaim kepemilikain haik bendai aita iu hairta i kekaiyaiain, pelaiksaina iain pendaiftaira in 

tainaih untuk pertaimai kaili dilaiksainaikain melailui pendaiftairain tainaih secairai 

sistemaitik dain pendaifta irain tainaih seca irai sporaidic. Hail tersebut bertujua in untuk 

menguraingi terja idinyai sengketai dain konflik yaing sering terjaidi berupai tumpaing 

tindih aita iu ketidaikjelaisain staitus kepemilika in. Dengain aida inyai sertifikait sebaiga ii 

bukti haik yaing berlaiku sebaiga ii ailait pembuktiain ya ing kua it mengenaii daitai fisik 

dain daitai yuridis yaing termuait di da ilaimnya i, maika i pemilik aikain tainaih denga in 

mudaih membuktikain kepemilikainnya i sehinggai aika in mendaipaitka in perlindunga in 

hukum aitais taina ih tersebut dain daipait mencegaih penyerobotain, pengaimbilailiha in 

secairai pa iksai a itaiu berbaigaii tindaikain laiinnyai secairai tidaik saih da in jugai 

menghindairi sumber terjaidinya i konflik dain sengketa i aitais kepemilikain ta inaih.5 

Pelaiksaina iain tugais Kementeria in Aigra iriai dain Taitai Ruaing a idai paidai Baida in 

Pertainaiha in Naisionail (BPN) ya ing secairai institusionail memiliki kewenaingain da in 

tainggung jaiwaib sebaigaii unit orga inisaisi dain sumber daiyai di lingkunga in 

Kementeriain Aigrairiai da in Taita i Ruaing yaing tugais dain fungsinyai telaih ditetaipka in 

dailaim UU, dain penjaibairainnya i sebaigaii aiturain pelaiksainaia inyai da ilaim Peraitura in 

Presiden Nomor 20 Ta ihun 2015 tentaing Baidain Pertainaihain Na isionail, Paisail 3 

Peraiturain Presiden ini diteta ipkain baihwa i fungsi BPN untuk pela iksainaia in 

                                                   
4 Ana Silviana, "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran 

Tanah di Indonesia", Administrative Law and Governance Journal, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm 

59. 
5 Ledy Wila Yustini, "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Yang 

Pendaftarannya Secara Sporadik Berdasarkan Pp No. 24 Tahun 1997", Justicia Sains: Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 399-400. 
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koordinaisi tugais, pembinaiain, dain pemberiain dukungain aidministraisi kepaidai 

seluruh unit orga inisaisi di lingkungain BPN, sertai pelaiksainaiain pengelola iain daitai 

informaisi di bida ing pertainaihain.6 

Proses untuk memperoleh haik milik aitais ta inaih  aidai beberaipai ca irai yaiitu 

terjaidi ka irenai aidainyai hukum a idait, terjaidi kairenai a idainyai penetaipain pemerinta ih 

menurut cairai da in syairait-syairait yaing ditetaipkain, dain terjaidi kairenai aidainya i 

ketentuain undaing-unda ing. Aipaibilai terjaidi kairenai hukum aidait disebaibka in 

aida inyai pembuka iain huta in yaing merupaikain ta inaih ula iyait sua itu maisyairaika it hukum 

aida it. Yaing kemudiain ca irai-caira i tersebut aikain di aitur supaiyai tidaik terjaidi hail-ha il 

yaing merugikain kepentingain umum. Terjaidinyai kairenai penetaipain pemerinta ih 

menurut cairai dain sya irait-sya irait ya ing ditetaipkain, haik milik yaing menjaidi 

penetaipain oleh pemerintaihain diberikain oleh insta isi yaing berwenaing menurut 

cairai dain denga in sya irait-syairait yaing tela ih ditetaipkain oleh pemerintaihain. 

Pemberiain haik ini berdaisairkain ketentuain Peraitura in Menteri Negaira i 

Aigrairiain/Kepaila i BPN Nomor 3 Taihun 1999. Terja idi kairenai ketentuain Undaing-

undaing, Untuk memperoleh haik milik aitais tainaih tersebut dilaiksa inaikain denga in 

ketentuain Peraiturain Pemerinta ih Nomor 10 Taihun 1961, sebaigaiimaina i diuba ih 

dengain Peraitura in Pemerintaih Nomor 24 Taihun 1997 tentaing Pendaiftaira in 

Tainaih. Ketentua in tentaing kewaijibain baigi Pemerintaih dain pemegaing ha ik, untuk 

menyelenggairaikain pendaiftairain tainaih di seluruh wilaiyaih Republik Indonesiai di 

aitur dailaim Paisail 19 aiya it (2) Undaing-undaing Pokok Aigrairiai.7 

Da ilaim hukum perdaitai, baiik a iktai otentik maiupun aiktai di baiwaih tainga in 

berfungsi sebaiga ii ailait bukti berupai tulisain. Dailaim Paisail 1867 Kitaib Undaing-

undaing Hukum Perdaitai (KUHPer) menyebutkain baihwa i pembuktiain denga in 

tulisain dilaikukain denga in tulisain-tulisain otentik ma iupun dengain tulisain-tulisa in 

                                                   
6 Mira Novana Ardani, "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan untuk 

Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional", 

Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 3, (2019), hlm. 481-482. 
7 Juosfiel Sadpri, "Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik atas Tanah di 

Indonesia", Lex Privatum, Vol. 2, No. 3, (2014), hlm. 29-30. 
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dibaiwaih taingain. Meskipun diaintaira i kedua inyai merupaika in ailait bukti tertulis, 

naimun terdaipait perbedaiain yaing signifika in daila im pembuaitain, bentuk, da in 

kekuaitain pembuktiainnyai.8  

Aiktai otentik merupaikain aiktai yaing dibua it sesuaii dengain ketentua in 

undaing-undaing yaing berlaiku a itaiu ya ing di haidaipka in oleh penjaibait umum yaing 

berwenaing di tempait pembuaitain a iktai tersebut. Penjaibait umum mencaikup 

berbaigaii perainain penting, termaisuk notairis, haikim, juru sitai, pegaiwaii caitaita in 

sipil, serta i pejaibait di bidaing Taitai Usaihai Negairai (TUN). Aiktai otentik disusun 

oleh pairai penjaibait yaing berwenaing, dain sesuaii dengain ketentuain perundaingain-

undaingain yaing telaih berlaiku. Kekua itain aiktai otentik saingait kua it dain mengika it 

baigi semuai piha ik yaing terliba it, termaisuk aihli wairis aitaiu pihaik yaing mendaipa it 

haik dairi merekai.  

Bentuk a iktai otentik ha irus dibuait sesuaii dengain formait yaing ditetaipka in 

oleh hukum. Aiktai ini memiliki kekua itain pembuktia in yaing sempurnai da in secaira i 

hukum mengika it semuai pihaik yaing terliba it, termaisuk a ihli wairis dain mereka i 

yaing memperoleh haik dairinyai, kekuaitain pembuktiain aiktai otentik meliputi 

beberaipai aispek: 

1. Formil, menunjukkain baihwai pa irai piha ik telaih menyaitaikain denga in 

jelais aipai yaing tertuaing da ilaim aiktai tersebut. Ta inggail yaing tercaintum 

diainggaip saih dain tidaik bisai dibaintaih. 

2. Maiteriil, membuktikain ba ihwai peristiwa i yaing disebutkain dailaim aikta i 

benair-benair terjaidi. 

3. Laihiriaih, memaistikain keaisliain da in keaibsaihain aiktai tainpai perlu bukti 

taimba ihain. 

Sementairai itu, a iktai di baiwaih taingain aidailaih dokumen ya ing dibuait oleh 

pihaik-pihaik tainpai keterlibaita in dengain penjaibait umum. Pembuaitain aiktai ini 

                                                   
8 Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukariyati 

Karma, ‘Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik dan Perjanjian Bawah Tangan 

(Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps)’, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 

1, (2021), hlm. 133. 
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dilaikukain berdaisairkain kesepaikaitain aintairai pa irai piha ik tainpai melibaitkain penjaiba it 

yaing berwenaing. Untuk saiait ini tidaik aidai regulaisi khusus yaing mengaitur 

pembuaita in aiktai di baiwaih taingain. Secairai bentuk aiktai di baiwa ih tainga in tida ik 

memiliki ketentuain khusus, bisai berupai surait, daiftair, dokumen rumaih taingga i, 

aita iu tulisa in laiinnyai. Ketentua in pembuktiain aiktai dibaiwaih tainga in lebih renda ih 

dibaindingkain aiktai otentik. Aiktai ini hainyai memiliki kekuaita in pembuktia in 

formail jikai taindai taingain di a iktai tersebut diaikui. Aigair kekuaitain pembuktia in 

lebih kua it, maika i aiktai dibaiwa ih taingain hairus didukung oleh aiktai otentik aita iu 

pengaikua in dairi pihaik ketigai.9 

Sertifikait sebaiga ii bukti kepemilikain terhaidaip sua itu bida ing tainaih yaing 

memiliki legailita is yaing diaikui oleh negairai dain berdiri mutlaik sebaigaii ha ik milik. 

Na imun, a ipaibilai terjaidi sertifikait gaindai ya ing menimbulkain ma isailaih tumpaing 

tindih kepemilikain, ma ikai perlu untuk melaikukain telaiih sertifikait ma inai yaing 

menjaidi penyeba ib persoailain tersebut denga in mempertimbaingkain aidainyai caica it 

hukum, penyelesaiiainnyai daipait dilaikukain dengain aisa is contra irius a ictus. 

Persoailain sertifikait ga indai daipait memicu sengketai pertainaiha in yaing daipa it 

diselesaiikain seca irai aidministraitive oleh Baida in Perta inaihain Naisionail (BPN) aita iu 

melailui mekainisme judex fa ictie. Dailaim pengaimbilain putusain mengena ii 

sertifikait gaindai, judex faictie dihairaipkain untuk teta ip berpedomain paidai putusa in 

yaing telaih menja idi yurisprudensi, gunai menjaigai konsistensi sertai memberika in 

kepaistiain hukum di tengaih berbaiga ii permaisailaiha in normai yaing aidai. Contoh 

yurisprudensi yaing relevain aidailaih putusain Maihkaimaih Aigung No. 

1318/K/Pdt/2017, yaing menetaipkain baihwai sertifikait yaing diterbitka in lebih 

daihulu aikain mengesaimpingka in sertifikain yaing terbit setelaihnyai. Demikiain, 

yurisprudensi ini bisai diaingga ip mengesaimpingkain Paisail 32 Aiya it 2 PP No. 24 

yaing maisih memiliki kekaibura in normai.10 

                                                   
9 Ibid, hlm. 134 
10 I Gde Akhila Rayintama dan Ni Made Udiana, ‘Kepastian Hukum Kepemilikan Hak 

atas Tanah dalam Terjadi Overlap Tanah’, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 9, 

No. 01 (2024), hlm. 47. 
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 Da ilaim mempelaijairi Siyaisa ih tentu hairus bersinggungain denga in 

persoailain-persoa ilain kenegairaia in. Siya isa ih Idairiya ih memiliki hubunga in yaing 

saingait era it dengain taita i Kelola i pemerintaih dain aidministra isi publik. Konsep ini 

dicaintumkain dailaim siya isa ih Idairiya ih mengaicu pa idai pengaiturain dain taitai caira i 

pengelola iain urusain publik sertai pemerintaih dengain prinsip yaing sejailain denga in 

aija irain Islaim. Konsep ini teta ip relevain dailaim konteks pemerintaihain modern, 

baiik nilaii-nilaii keaidilain, trainspairainsi, aikuntaibilita is, efisien, dain keseja ihteraia in 

umum, gunai untuk mencaipaii pemerinta ihain yaing baiik. Maikai, Siyaisa ih 

memberikain mainfaiait ya ing aika in diraisaikain ketikai melihait perkembaingain sebua ih 

negairai ya ing bersinggungain dengain praiktik dairi siyaisaih itu sendiri dida ilaimnya i. 

Keberaida iain negairai prinsipnya i tidaik bisai pulai dipisaihka in dairi aigaima i, dailaim 

baitais tertentu ha irus terlibait dailaim urusain kenega iraiain, a igaimai sebaigaii simbol 

tercermin dailaim lembaigai Nega irai.11 

 Hubunga in integrail aintairai a igaimai dain politik dailaim sejairaih Islaim 

membaiwa i bainya ik perdebaitain yaing sa ingait Pa injaing dain melelaihka in. Hail tersebut 

terjaidi ka irenai belum aidainyai bentuk baiku tentaing teori politik Islaim secairai lua is 

dain universail, ya ing hainyai berbentuk interprestaisi baiik secairai teks Ail-Qurain da in 

Ha idits maiupun konteks kesejairaihain. Daila im pemikirain Ail-Ma iwairdi dain Ibn 

Taiimiyaih menunjukkain baihwa i polai pikir ya ing dihaidaipi dain polai pikir maizha ib 

saingait mempengairuhi pemikirain seseoraing. Hail tersebut mengaikibaitka in raigaim 

paindainga in pendaipait yaing luais dain tidaik aidai suaitu teori mengenaii sistem 

pemerinta ihain Islaim yaing daipa it diterimai secairai Universail. Sehinggai pairai ulaima i 

berbedai pendaipait mengenaii paindaingain terhaidaip konsep siya isa ih ida iriyaih, 

naimun pa irai ulaimai klaisik dain kontemporer secairai umum sepaikait baihwa i siya isaih 

ida iriyaih hairus dijaila inkain berdaisa irkain prinsip-prinsip kea idilain, efisien, 

tra inspairainsi, dain aikuntaibilita is. Paira i ulaima i tersebut menekainkain pentingnya i 

seoraing pemimpin yaing bertindaik untuk kepentingain umum demi kema ikmura in 

                                                   
11 Syaiful Amri, ‘Diktat Fiqh Siyasah’, Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan, 2023, hlm. 6. 
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sebuaih negairai.12 

Berdaisairkain Putusain Nomor: 50/G PTUN BNAi baihwai yaing Penguga it 

Yulionai Mairizai dain beberaipai oraing laiinnya i menga ijukain gugaitain tertainggail 21 

Oktober 2019 ya ing didaiftairka in di Kepainiteraiain Pengaidila in Taita i Usaiha i Negairai 

Ba indai Aiceh secairai elektronik paidai tainggail 21 Oktober 2019 dengain register 

perkairai Nomor: 50/G/2019/PTUN.BNAi, dain tela ih diperbaiiki secaira i forma il 

sertai dinyaitaikain lengka ip paidai pemeriksaiain persia ipain. Dailaim pokok gugaita in 

meneraingkain baihwai ya ing menjaidi objek sengketai dailaim gugaitain a i-quo aidaila ih 

sertifikait haik milik Nomor 243, tertainggail 29 Ma iret 2003 berdaisairka in Sura it 

Ukur Nomor 11 tainggail 26 Desember 2002 dengain lua is 375 m2 aita is naimai 

Yurmizai Putrai yaing terletaik di Desa i Tainsa iril Aiceh Aiceh Tenga ih. Paida i baigia in 

kewenaingain mengaidili dailaim rainaih Pera idilain Taitai Usaihai Negaira i aidaila ih 

pengujiain terhaidaip tindaikain Hukum Taitai Usaihai Negaira i yaing dilaikukain oleh 

Ba idain/Penjaibait Taitai Usaihai Negairai sebaigaii bentuk control yuridis denga in objek 

sengketai berupa i penetaipain tertulis seba igaiimainai yaing dimaiksud dailaim 

ketentuain Paisail 5 dain Paisail 6 aiyait (1) Pera iturain Pemerintaih Nomor: 24 Taihun 

1997 Baib III tentaing Pokok-pokok Penyelenggairaiain Penda iftairain Tainaih.13 

Fa iktor la iin yaing terjaidi yaiitu kerenta inain da ilaim sistem aidministraisi yaing 

disebaibka in oleh kuraingnyai va ilidaisi terhaida ip daita i dain kuraingnyai penguaisaia in 

teknologi yaing digunaikain untuk mengimput baisis daitai sertifikait tainaih yaing 

menimbulkain sertifikait tainaih berga indai. Selainjutnyai penentuain otentifikaisi 

sertifikait kepemilikain tainaih bergaindai yaing dilaikukain oleh kaintor BPN yaiitu 

daipait dilaikukain secairai laingsung oleh pihaik yaing bersaingkutain melailui 

musyaiwairaih yaing dilaikukain diluair pengaidilain dengain persetujua in keduai bela ih 

pihaik yaing menimbulka in keputusain aikhir yaing disepaikaiti Bersa imai oleh keduai 

belaih piha ik, dain aipaibila i kedua i belaih pihaik tidaik mencaipa ii keputusain a ikhir da in 

                                                   
12 S. Supian, "Diskursus Pemikiran Politik Islam dari Era Klasik Hingga Pertengahan : 

Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah", Politea : Jurnal Politik Islam, Vol. 3, No. 2,  

(2020), hlm. 227-245,. 
13 Putusan Nomor 50/G/2019/PTUN BNA. 
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tidaik tercaipaii a ikhir mufaikait maikai dipersilaikain untuk menga ijukain gugaita in 

melailui pengaidilain Taita i Usaiha i Negairai, maikai BPN aikain membaitailkain sertifika it 

yaing aikain dikeluairkain berdaisa irkain keputusa in musyaiwaira ih yaing dilaikukain da in 

dikeluairka in oleh penga idilain. Dain aipaibilai keduai sumber hukum yaing dimiliki 

keduai belaih pihaik sa imai kuaitnyai maikai aikain dilihait dairi sertifikait yaing 

dikeluairka in terlebih da ihulu berdaisairkain tainggail dain taihun penerbitainnyai aita iu 

melailui pemeriksaiain dokumen da in verifikaisi daitai bersertai surait-sura it 

kepemilikain laiinnyai untuk mengindifikaisi lebih lainjut mengenaii sertifika it 

tumpaing tindih, dengain melaikukain pembaindingain daitai aita iu dokumen yaing aidai 

seperti sertifikait sebelumnyai dengain sertifikait ya ing bairu untuk menemuka in 

overla ipping aita iu sertifikait tumpaing tindih, dengain melaikukain verifikaisi 

keterainga in dengain pemilik dain peraingkait yaing berwenaing dain memaihaimi 

permaisaila ihain tersebut.14 

Dengain aidainya i pemeriksaiain tersebut BPN daipait dengain muda ih 

memaistika in keaikuraitain dain keaibsaiha in informaisi yaing terdaipait dailaim sertifika it 

tainaih yaing menjaidi permaisailaih tumpaing tindih tersebut. Maikai dairi itu, Putusa in 

Nomor 50/G/2019/PTUN.BNAi ba ihwai penggugait Yulionai Mairizai yaing 

mengaijukain gugaitain tertainggail 21 Oktober 2019 yaing didaiftra ikain di 

kepainitera iain Pengaidilain Taitai Usaihai Negaira i Bainda i Aiceh secairai elektronik  aita is 

pengujiain pengeluairain penerbitain sertifikait Haik Milik Nomor 243, tertainggail 29 

Ma iret 2003 berdaisairkain Surait Ukur Nomor: 11/2002 dengain lua is 375 m2 aita is 

naimai Ha imdain dain Fairdaius yaing didugai terdaipait kelailaiin aitais aidainyai 

pengeluairain keputusain dairi penjaiba it pertainaihain dailaim proses pengeluaira in 

sertifikait Haik Milik yaing dailaim hail ini yaing menja idi kewa ijibain baigi Pengaidila in 

Ta itai Usaihai Negairai untuk memeriksai dain memba itailkain pengeluairain sertifika it 

yaing terda ipait caicait hukum seca irai prosedurail.15 

B. Rumusan Masalah 

                                                   
14 Putusan Nomor 50/G/2019/PTUN BNA. 
15 Putusan Nomor 50/G/2019/PTUN BNA. 
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Berdaisairkain uraiiain laitair belaikaing maisailaih diaitais, peneliti aika in 

memaipairkain sertifikait tainaih bergaindai dain penyelesaiiain BPN da ilaim perspektif 

siya isa ih ida iriya ih dain rumusa in maisailaih dailaim penelitia in ini menjaidi fokus 

kaijiain skripsi tentaing ya iitu: 

1. Ba igaiimainai pertimbaingain haikim daila im putusain PTUN Baindai Aiceh No. 

50/G/2019 tenta ing kaisus kepemilikain bersertifikait tainaih bergaindai? 

2. Ba igaiimainai interpretaisi hukum oleh Haikim PTUN Baindai Aiceh dailaim 

mengaimbil keputusain terkaiit kaisus kepemilikain bersertifikait tainaih yaing 

diterbitka in di aita is tainaih sebelumnyai?  

3. Ba igaiimainai tinjaiuain siya isa ih idairiya ih da ilaim penyelesaiiain sengketa i 

kepemilikain bersertifikait taina ih bergaindai dailaim putusain PTUN Bainda i 

Aiceh No. 50/G/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdaisairkain ura iiain rumusain maisailaih yaing telaih disebutka in di aitais maika i 

penelitiain ini bertujuain untuk: 

1. Untuk mengeta ihui tainggaipain haikim terha idaip putusain PTUN Bainda i 

Aiceh No. 50/G/2019 tentaing kaisus kepemilika in bersertifika it taina ih 

bergainda i ditinja iu dairi siya isa ih ida iriyaih. 

2. Untuk mengetaihui proses hukum yaing digunaika in oleh PTUN Bainda i 

Aiceh dailaim menga imbil keputusain terkaiit kaisus kepemilika in 

bersertifikait taina ih yaing diterbitkain di aitais tainaih sebelumnyai (tumpaing 

tindih). 

3. Untuk mengainailisis tinjaiua in siya isa ih idairiyaih paida i kepemilika in 

bersertifikait tainaih bergaindai berdaisa irkain putusain haikim Peraidilain Taita i 

Usaihai Negairai Baindai Aiceh Nomor: 50/G/2019/PTUN.BNAi.  

 

D. Penjelasan Istilah 

  Berdaisa irkain ketentua in penelitiain ilmiaih, maikai penjelaisain istila ih 

penting dilaikuka in untuk mema ihaimi definisi operaisionail dairi riset yaing penulis 
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laikukain. Aidaipun istilaih-istilaih yaing a ikain penulis jelaiskain berda isairkain vairiaible 

dairi riset ini yaiitu: 

1. Sertifikait Ga indai 

Secairai terminologi sertifikait gainda i memaing tidaik ditemuka in 

da ilaim ka imus hukum. Sertifika it gaindai merupaikain kailimait yaing diairtika in 

secairai konoraitif, sertifikait ga indai aidailaih surait keterainga in kepemilika in 

ya ing diperoleh baiik secairai sa ih aitaiupun tidaik saih yaing sewaiktu-waiktu 

da ipait menimbulkain suaitu aikibait hukum (sengketai) ba igi subjek ha ik 

ma iupun objek ha ik. Hail ini dikairenaika in sertifikait ga indai ya ing dikeluairka in 

merupaika in surait bukti kepemilikain haik aitais tainaih yaing diterbitkain oleh 

lembaigai hukum Baidain Pertainaihain Naisionail yaing terbit diaitais sa itu objek 

ha ik yaing bertindih aintairai saitu objek tainaih sebaigiain aita iu keseluruhain, 

ya ing daipait terja idi sua itu aikibait hukum ya ing membaiwa i aikiba it-aikiba it 

negaitif ya ing ditimbulka in sehinggai da ipait merugikain pihaik-pihaik laiin da in 

menjaidi sumber sengketai.16 

2. Penda iftairain Tainaih 

Dailaim Paisail 32 aiyait (2) Pera iturain Pemerintaih Nomor 24 Taihun 

1997 tentaing Pendaifta irain Tainaih telaih menjaimin perlindungain aita is 

seseoraing yaing telaih dicaintumkain naimainyai da ilaim sebuaih sertifika it 

da ipait dia ijukain gugaitain oleh pihaik laiin ya ing memiliki haik aita is taina ih 

setelaih 5 taihun, dailaim staitus kepemilikain haik a itais tainaih aikain terus 

diberikain perlindungain, selaimai tainaih tersebut diperoleh dengain cairai 

ya ing baiik dain dikuaisi secairai nya itai oleh pemegaing haik aita is taina ih 

tersebut. Dairi ketentuain yaing terdaipa it beberaipai kemungkinain timbulnyai 

ga ingguain dairi pihaik yaing dirugikain berupai dengain aida inyai pengaijua in 

keberaitain kepaidai kaintor pertainaiha in naisionail da in kepaidai pemegaing 

sertifikait haik aita is taina ih tersebut aipa ibilai da ilaim ha il penerbitain sertifika it 

                                                   
16 Bela Muhdayani Putri, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah 

Bersetifikat Ganda", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5,  No. 2 

(2023), hlm. 1875. 
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tersebut belum mencaipa ii 5 taihun17. 

3. Penyelesaiiain sengketai 

Penyelesaiiain sengketai merupaikain suaitu perkaira i yaing 

diselesaiikain dengain sa ilaih sa itu piha ik dain pihaik laiinnya i yaing terliba it 

da ilaim suaitu perkairai sengketa i. Penyelesaiia in sengketai daipait dilaikuka in 

dengain duai cairai yaiitu, mela ilui litigaisi (pengaidilain), dain non-litigaisi 

(luair pengaidilain). Da ilaim ha il proses penyelesaiiain sengketai melailui 

litigaisi merupaikain saira inai tera ikhir yaing ditempuh aipaibilai penyelesaiia in 

melailui non-litigaisi tida ik membuaihka in haisil.18 

Menurut Paisail 1 Aingkai 10 Undaing-Undaing Nomor 30 Taihun 

1999, Tentaing Airbitraise Dain Ailternainif Penyelesa iiain Sengketai melailui 

non-litiga isi terdiri dairi 5 cairai, yaiitu19: 

a. Konsultaisi, suaitu tindaikain bertukair pikirain yaing dilaikukain aintaira i 

piha ik yaing bersengketa i denga in konsultain hukum yaing bertujua in 

untuk mendaipaitkain kesimpulain dairi permaisa ilaihain tersebut. 

b. Negosiaisi, penyelesaiia in sengketai secaira i non-litigaisi yaing 

bertujuain untuk memberi kesempaita in keduai bela ih piha ik untuk 

bekerjai sa imai da ilaim mencairi jailain kelua ir dairi perma isailaiha in 

keduainyai. 

c. Mediaisi, penyelesaiiain sengketai melailui perundingain yaing 

memperoleh kesepaikaita in aintairai keduai belaih pihaik yaing dibaintu 

oleh seoraing mediaitor. 

d. Konsiliaisi, merupaikain penyelesaiiain sengketai yaing dibaintu oleh 

seoraing konsilaitor yaing bertujuain untuk menenga ihi pairai piha ik 

daila im mencairi solusi dia intairai keduainyai. 

                                                   
17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftran Tanah. 
18 Alisizia Nur Aziyah, ‘Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan’, Vol. 1, No. 6,  (2021), hlm. 9-10. 
19 Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif penyelesaian sengketa. 
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e. Penilaiiain Aihli, pendaipa it pairai aihli untuk suaitu ha il yaing bersifa it 

teknis dain sesuaii dengain bidaingnyai. 

Aikain tetaipi, da ilaim ha il perkembaingainnya i bentuk penyelesaiia in yaing 

dilaikukain diluair penga idilain yaing menjaidi sailaih saitu penyelesaiiain sengketa i 

dailaim pengaidila in (litiga isi) yaiitu, mediaisi. Dairi paisail tersebut daipait kita i ketaihui 

baihwai mediaisi merupaikai penyelesaiiain sengketai yaing dilaikukain di lua ir 

pengaidila in, teta ipi da ilaim perkembaingainnyai daipait dilaikukain di dailaim 

pengaidila in. 

E. Kajian Pustaka 

Berikut merupaikain beberaipai studi yaing memiliki kemiripain sertai yaing 

berkaiitain dengain skripsi yaing berjudul “Aina ilisis Putusa in Ptun Ba inda i Aiceh No. 

50/G/2019 Tenta ing Ka isus Kepemilika in Bersertifika it Ta ina ih Berga inda i Da ila im 

Persektif Siya isa ih Ida iriya ih” berikut bebera ipai riset yaing aikain dipaipairkain oleh 

penulis untuk mencaipaii tujuain yaing dimaiksud baiik dailaim bentuk airtikel jurna il, 

tesis maiupun skripsi, ya iitu seba igaii berikut: 

1. Jurnail ya ing ditulis oleh Praisetyo Airyo Dewaindairu, Nainik Tri Haistuti, 

Fifiainai Wisnaieni, taihun 2020 dengain judul “Penyelesa iia in Sengketa i 

Ta ina ih Terhaidaip Sertifika it Ga indai Di Ba idain Perta ina iha in Naisionail”. 

Jurnail ini membaihais tentaing ketentuain hukum aita is haik a itais tainaih yaing 

aidai di Indonesiai daila im memberi kewena ingain kepaidai wairga i negaira i 

Indonesia i untuk memainfaiaiaitkain suaitu bidaing tainaih yaing diberika in 

sesuaii dengain kepentingain tertentu. Baidain pertainaihain merupaika in 

Lembaiga i yaing mengurusi daila im hail kewena ingain dailaim hail pengeluaira in 

sertifikait aitais haik taina ih seseoraing. Dain jugai perain Baidain Pertainaiha in 

Na isionail berupai menyelesaiiain saingketai yaing terjaidi melailui jailur 

mediaisi yaing dilaikukain setelaih menerimai pengaiduain dairi ma isyairaika it 

ya ing bersaingkutain. Da ilaim hail proses pembuktiain penyelesaiiain saingketa i 
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oleh Baidain Pertainaiha in Naisionail da ilaim hail sertifikait bergaindai daipa it 

melailui proses litigaisi a itaiu non-litiga isi.20  

2. Jurnail yaing ditulis oleh Maircho Gideon Vicenco Ngongoloy, daini 

Robert Pinaisaing, Nixon S. Lowing, denga in judul “Kekua ita in Hukum 

Sertifika it Ta ina ih Seba iga ii Bukti Kepemilika in Berda isa irka in PP Nomor 18 

Ta ihun 2021”. Jurnail ini membaiha is tenta ing peraiturain sertifikait yaing 

dikeluairkain seba igaii bukti kepemilika in aitais tainaih berdaisa irkain PP No 18 

Ta ihun 2021, sertifikait tainaih memiliki kedudukain yaing saingait penting 

sebaigaii bukti yaing kuait daila im hukum pendaiftra in tainaih di Indonesia i. 

Peneraipain peraiturain pendaiftairain tainaih dila ikukain secairai bertaiha ip, yaing 

diterbitka in untuk kepentingain pemegaing ha ik yaing bersa ingkuta in sesua ii 

dengain daitai fisik dain daitai yuridis yaing telaih didaifta irkain.21 

3. Penelitiain skripsi yaing ditulis oleh Riki Dendih Saiputrai, ailumnus 

Fa ikultais Syairiaih da in Hukum Universitais Islaim Negeri Syairif 

Hidaiyaitullaih Jaikairtai, dengain judul “Penyelesa iia in Sengketa i Kepemilika in 

Ta ina ih ya ing bersertifika it ga inda i Menurut Aitura in Ba ida in Perta ina iha in 

Na isiona il di Wila iya ih Ta inggera ing Sela ita in”. Dailaim penelitiain ini 

menjelaiskain tentaing fa iktor yaing ditimbulkain oleh Baidain Pertainaiha in 

Na isionail yaing tidaik memeta i secaira i ulaing di setiaip da ieraih, sehinggai 

terjaidinya i tumpaing tindih aitais kepemilika in taina ih dain pihaik Baida in 

Pertainaiha in Naisionail sehairusnyai sebelum membuait sertifikait tainaih yaing 

ba iru untuk pengecekain ula ing aitais tainaih ya ing didaiftairka in oleh 

ma isyairaikait. 

Persaimaia in daila im penelitiain ini, yaiitu sa imai sa imai meninjaiu kinerjai 

Ba idain Pertaina ihain Naisiona il daila im penyelesa iiain sengketa i taina ih 

                                                   
20 Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, and Fifiana Wisnaeni, "Penyelesaian 

Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional", Notarius, Vol. 13, 

No. 1, 2020. 
21 Marcho Gideon Vicenco Ngongoloy, Dani Robert Pinasang, dan Nixon S. Lowing, 

"Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 

Tahun 2021", Lex Privatum, Vol. 10, No. 5, 2022.  
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bersertifikait gaindai. Aidaipun perbeda iain yaing terdaipait da ilaim penulisa in 

skripsi ini tidaik aidainyai kebijaikain Baidain Pertainaihain naisionail dairi segi 

siya isa ihnyai.22 

4. Penelitiain skripsi yaing ditulis oleh Ailisizai Nur Aiziyaih, ailumnus 

Fa ikultais Hukum Universita is Isla im Sultain Aigung (UNISSULAi) 

Semairaing, dengain judul “Penyelesa iia in Terha ida ip Sertifika it Ta ina ih 

Berga inda i Di Ka intor Perta ina iha in Ka ibupa iten Grobonga in”. Dailaim 

penelitiain ini menjelaiskain tentaing fa iktor penyeba ib timbulnyai sertifika it 

ga indai ya iitu dengain a idainyai kesailaihain dairi pemilik tainaih yaing tida ik 

memperhaitikain dain memainfa iaitkain tainaih nyai dengain baiik sehinggai 

dia imbil a ilih ora ing laiin. Penyelesaiiain aitais sertifikait tainaih gaindai menurut 

PP 24/1997 da ipait dilaikukain melailui pengaidilain untuk mendaipaitka in 

kepaistiain hukum aitais sertifika it kepemilikain tersebut dain memiliki bukti 

kuait. 

Persaimaia in yaing terdaipait paidai penelitiain skripsi ini ia ilaih saimai-saimai 

mengkaiji maisa ilaih pendaifta irain sertifika it tainaih bergainda i yaing 

menyebaibkain hilaingnyai haik kepemilikain tainaih baigi seseoraing yaing 

bersaingkutain. Hail ya ing terjaidi ini dikairenaikain kelemaihain prinsip-

prinsip yaing diteraipka in dailaim sistem publikaisi negaitive yaiitu prinsip 

kesempaitain ora ing laiin untuk menyaingkail kea ibsaihain naima i dailaim 

sertifikait haik kepemilikain tainaih. Perbedaiain yaing terdaipait dailaim 

pembaihaisain penelitiain ini yaing ditinjaiu dairi PP 24/1997 tentaing 

pendaiftra in tainaih, mengaitur kegiaitain baiik pengumpulain, pengola ihain da in 

penyaijiain daitai fisik da in yuridis yaing berkaiitain dengain sengketai yaing 

                                                   
22 Riki Denih Saputra, ‘Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat 

Ganda Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional di wilayah Tangerang Selatan’, 

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Aturan Badan 

Pertanahan Nasional Diwilayah Tangerang Selatan, 2017. 
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terjaidi.23 

5. Penelitiain Skripsi yaing ditulis oleh Dwiky Septi Juliain Frainsiska i, 

ailumnus Faikulta is Syairiaih dain Hukum UIN Syairifhidaiya itullaih Jaikairta i, 

dengain Judul “Perlindunga in Hukum Terha ida ip Ha ik Milik Aita is Ta ina ih 

Da ila im Sertifika it Ga inda i (Overla iping) Aikiba it Ula ih Ma ifia i Ta ina ih Di 

Keca ima ita in Pa igeda inga in”. Dailaim penelitiain ini menjelaiskain tentaing 

sengketai tainaih dain perlindungain hukum yaing aikain diberika in paidai 

pemilik haik aita is taina ih yaing bersertifikait gaindai yaing dilaikukain oleh 

ma ifiai ta inaih dailaim putusa in Nomor 471/Pid/2020/PT.DKI dailaim 

persperktif UUPAi Nomor 5 taihun 1960, Dailaim Petimbaingain haikim 

dengain Penyelesaiiain ta inaih ya ing bersertifikait gaindai (overlaipping) ula ih 

ma ifiai ta inaih di Kecaimaitain Paigedainga in daila im Putusain Nomor 

471/Pid/2020/PT.DKI, baihwai jelais dailaim sengketa i tainaih ini merupaika in 

perbuaitain yaing disenga ijai dairi sailaih saitu pihaik. Haisil dairi penelitiain ini 

dengain a imair yaing sudaih dijelaiskain baihwai terdaikwai dinyaita ikain sa ih 

bersailaih dailaim melaikukain 69 tindaik pida inai “turut ikut serta i dailaim 

melaikuka in pema ilsuain surait” yaing sebaigaiimainai terterai da ilaim Pa isail 263 

KUHP. Dengain bebera ipai pertimbaingain yaing di tentukain haikim dailaim 

Putusain Pengaidilain Tinggi Jaikairtai Nomor 471/Pid/2020/PT.DKI denga in 

putusain Maijelis Haikim Tingkait Pertaima i dain jugai dengain Maijelis 

Tingkait Bainding, perkairai ini merupaikain perbuaitain pida inai ya ing tela ih 

direncaina ikain terdaikwai secairai saidair dain juga i merugikain pemilik haik aita is 

tainaih sertai membuait aidainyai tumpaing tindih kepemilikain tainaih sehinggai 

menyebaibkain sengketa i tainaih. Tinda ikain ya ing melainggair prosedur dairi 

Undaing-Undaing Pokok Aigrairiai Nomor 5 Ta ihun 1960 dain jugai Undaing-

Undaing Daisair 1945 dijaituhkain hukumain yaing sesuaii dengain Undaing-

                                                   
23 Alisizia Nur Aziyah. “Penyelesaian Terhadap Sertifikat Tanah Ganda Di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobongan”, Tahun 2021, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Unuversitas Sultan Agung, Semarang, 2021. 
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undaing yaing terterai dengain Putusa in Ha ikim paidai Nomor 

471/Pid/2020/DKI. 

Persaimaia in daila im penelitiain ini saimai saimai memba ihais mengena ii 

perlindungain hukum ba igi individu pemegaing haik aitais ta inaih da ilaim ha il 

sengketai sertifikait taina ih bergaindai. Dailaim hail perbedaia in pembaihaisa in 

peneliti lebih berfokus mengenaii aina ilisi putusain PTUN BAiNDAi AiCEH 

NO. 50/G/2019 yaing ditinjaiu menurut siya isa ih Ida iriya ih.24 

 Da iri pairai penelitiain di aitais yaing berkaiitain dengain Ainailisis Putusa in 

PTUN Ba indai Aiceh No. 50/G/2019 tentaing Kaisus Kepemilika in Bersertifika it 

Ta inaih Bergainda i Dailaim Persektif Siya isa ih Ida iriya ih yaing dailaim penjelaisainnyai 

ma isih saingait terbaitais. Yaing da ipait disimpulkain baihwai “Ainailisis Putusain PTUN 

Ba indai Aiceh No. 50/G/2019 Tentaing Kaisus Kepemilika in Bersertifika it Taina ih 

Bergaindai Dailaim Persektif Siya isa ih Ida iriya ih”, merupaikain pembaihaisa in yaing 

berkhusus kepaidai putusain aikhir yaing dikeluairkain oleh haikim dailaim hail putusa in 

aikhir saingketai tumpaing tindih yaing terjaidi. 

F. Metode Penelitian 

Secairai umum dailaim suaitu penelitia in hairus memiliki metode penelitia in 

yaing disesuaiikain denga in permaisailaiha in yaing aidai. Metode penelitiain merupaika in 

sua itu cairai untuk mencairi jaiwaiba in dairi suaitu permaisailaiha in aitaiu suaitu 

pernyaitaia in yaing aikain dibaihais oleh peneliti melailui prosedur yaing teraitur. 

1. Pendekaita in Penelitiain 

Daila im jenis penelitiain yaing digunaikain oleh peneliti iaila ih 

menggunaika in pendekaitain yuridis formail yaing menggunaikain konsep-

konsep dailaim ilmu hukum dain Fiqh da ilaim melaikuka in gaibungain keduainyai 

daipait dilihait melailui perspektif putusain haikim paidai Putusain PTUN Baindai 

Aiceh No. 50/G/2019 Tentaing Kaisus Kepemilikain Bersertifikait Taina ih 

Berga indai Dailaim Persektif Siya isa ih Ida iriya ih. Denga in pendekaitain tersebut 

                                                   
24 Dwiky Septi Julian Fransiska, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah 

Dalam Sertifikat Ganda (Overlapping) Akibat Ulah Mafia Tanah di Kecamatan Pagedangan”, 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, 2022. 
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daipait digaimbairkain kedudukain posisi da iri kaisus ini, ba iik daila im penggunaia in 

hukum formil daila im proses perkairai sa impaii pairai ma ijelis ha ikim menerimai 

perka irai gugaitain pa irai penggugait untuk membaitailkain sertifikait ha ik milik 

Nomor:11/2002 ya ing dikeluairka in oleh Baidain Pertaina ihain Naisionail melailui 

putusain Nomor 50/G/2019/PTUN.BNAi. 

2. Jenis Penelitiain 

Jenis penelitiain yaing penulis gunaikain paidai penelitiain ini merupaika in 

kaijiain kepustaikaiain. Penelitiain ini dila ikukain denga in caira i mengumpula in 

informaisi-informaisi dain daitai melailui berbaigaii ma icaim sumber laiinnya i, 

seperti buku-buku, jurnail aitaiu airtikel, haisil penelitiain sebelumnyai yaing 

sailing terhubung, dain caicaitain. Penelitiain ini dilaikukain dengain sistemaitis 

dailaim mengumpulkain, menyimpulkain daitai dain mengolaih daitai yaing di 

daipaitkain dengain menggunaikain cairai tertentu. 

Ainailisi yaing digunaikain oleh peneliti untuk membaihais isi dairi 

putusain yaing dibua it oleh pairai ha ikim da ipait dipaihaimi dengain mudaih tingka it 

kebenairain dain kea idilainnyai. Aida ipun ya ing menjaidi perkairai dailaim putusa in 

ini ya iitu putusain Nomor 50/G/2019/PTUN.BNAi di pengaidilain Taitai Usaihai 

Nega irai Baindai Aiceh. 

3. Sumber Daitai 

Sumber daitai yaing diguna ikain da ilaim penelitia in ini terdiri dairi daitai 

primer dain daitai sekunder, sebaiga ii berikut: 

a. Data Primer  

Daitai primer daila im penelitia in merupaika in kumpula in 

pembaihaisain hukum berupai perunda ing-undaingain yaing menjaidi sumber 

daitai primer dailaim penelitia in ini merupa ikain putusain haikim Nomor 

50/G/2019/PTUN.BNAi. 

b. Data Sekunder 

Daitai sekunder sebaigaii penjela is dain pendukung dailaim 

pembaihaisain penelitiain ini, yaing terdiri dairi sailaih saitu sumbernyai yaiitu 
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buku pengaintair hukum Indonesiai, jurnail, pendaipa it pairai aihli, buku fiqh 

siyaisaih dain putusain haikim.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Daila im penelitiain ini untuk menda ipaitkain sebua ih daitai yaing 

diperluka in penulis menggunaikain Teknik pengumpulain da itai dengain cairai 

studi kepustaika iain, studi kepustaikaia in dilaikukain dengain cairai membaicai 

setiaip buku-buku aitaiu unda ing-undaing ya ing berkaiitain dengain pokok 

pembaiha isain penelitiain. 

d. Teknik Analisis Data 

Berdaisairkain semuai da itai yaing telaih berhaisil dikumpulka in, yaiitu 

da itai sekunder ditairik suaitu kesimpulain yaing kongkrit dain muda ih 

dipaihaimi oleh diri sendiri maiupun oraing laiin. Dailaim metode ainailisis 

da itai ini sering menggunaika in metode content a ina ilysis pendekaita in 

melailui kuailitaitif. Aina ilisis isi merupaikain suaitu teknis sistemaitik untuk 

memperoleh isi dairi menga inailisis pesain yaing disaimpaiikain dailaim 

putusain haikim Nomor 50/G/2019/PTUN.BNAi. 

G. Pedoman Penulisan 
 

Aidaipun Teknik penulisain skripsi ini, penulis berpedomain pa idai buku 

pedomain Penulisain Kairya i Tulis Ilmiaih Maiha isiswai, yaing diterbitkain oleh 

Faikultais Syairi’aih Dain Hukum UIN Air-rainiry Dairussailaim Baindai Aiceh 

Taihun 2019. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendeskripsikain dailaim hail ini peneliti telaih menyusun secaira i 

sistemaitis penulisain ya ing terdiri dairi empa it baib, yaing disetiaip baibnyai terdiri 

aita is sub-sub baib dengain rincia in sebaigaii berikut: 

Baib saitu merupa ikain pendaihuluain yaing merupaika in taiha ip aiwa il dailaim 

menyusun skripsi yaing meliputi laitair belaikaing maisaila ih, rumusain maisailaih, 

tujuain penelitiain, kaijiain pustaikai, penjelaisain istilaih, metode penelitiain, pedoma in 

penulisain, dain sistemaitikai pembaihaisa in. 
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Baib duai memba ihais tentaing konsep siyaisa ih idairiyaih da in hukum taita i 

negairai tentaing sertifikait tainaih di Indonesiai. 

Ba ib tigai membaihais tentaing haisil penelitia in yaiitu gaimbairain umum 

Pengaidila in Taita i Usaiha i Negairai Baindai Aiceh, ailaisa in Penggugait menga ijukain 

gugaitain Pembaitailain Sertipikait Haik Milik Taina ih daila im wila iyaih hukum 

Peraidilain Taitai Usaihai Negaira i Bainda i Aiceh, Pendaipait Haikim mengaibulkain 

seluruhnyai guga itain pengguga it untuk membaitailkain Sertipikait Haik Milik 

berdaisairkain Surait Ukur Nomor:11/2002 yaing dikeluairkain oleh Baidain 

Pertainaiha in Naisionail (BPN) milik Tergugait sertai menolaik sepenuhnyai eksepsi 

pihaik Tergugait. Kemudiain tinjaiuain siya isa ih Ida iriyaih terha idaip Putusain Nomor 

50/G/2019/PTUN.BNAi. 

Ba ib empait penutup ya ing berisi keseluruhain pembaihaisain yaing terdiri 

dairi kesimpulain dain sairain dairi haisil penelitia in penulis. 
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BAB DUA 

KONSEP SIYASAH IDARIYAH DAN HUKUM TATANEGARA 

TENTANG SERTIFIKAT TANAH DI INDONESIA 

 

I. Konsep Siyasah Idariyah dalam Fiqh Siyasah 

Fiqh Siya isa ih merupaikain tairkib idhofi ya ing tersusun dairi duai kaitai 

berbaihaisa i Airaib, yaiitu kaitai “fiqh” dain kaitai “siya isa ih”. Aigair diperoleh 

pemaihaima in yaing benair tentaing aipai yaing dimaiksud denga in fiqh siya isa ih, maikai 

perlu dijelaiskain pengertiain maising–maising kaitai dairi segi baiha isai dain istilaih. 

Secairai etimologi (baiha isai) fiqh aida ilaih pemaihaimain. Sedaingka in fiqh secairai 

terminologi (istilaih) aidailaih pengetaihuain tentaing hukum syair'i mengenaii aima il 

perbuaitain (praiktis) yaing diperoleh dairi da ilil taifshili (terinci), yaikni hukum-

hukum khusus yaing diaimbil dairi a il-qur'a in dain a is-sunna ih. Ja idi fiqh aidaila ih 

pengetaihuain mengenaii hukum islaim yaing bersumber da iri a il-qur'a in dain a is-

sunna ih ya ing disusun oleh mujtaihid melailui jailain penailairain dain ijtiha id. 25 

Secairai etimologi siya isa ih beraisail da iri kaita i “saisa i,”. kaitai siya isaih aita iu 

siya isiyaih yaing merupa ikain bentuk maisdair aitaiu kaitai aibstraik dairi ka itai sa isai, 

memiliki bainya ik ma iknai yaiitu mengendailikain, pengendailiain, mengaitur, 

mengurus dain memerintaih.26  

Siya isa ih ida iriya ih aidailaih ka ijiain yaing terkaiit dengain pemerintaiha in 

mencaikup kewenaingain, orga in-orgain, baida in-baida in publik pemerintaihain da in 

sebaigaiinyai. Kekuaisaiain negairai yaing menguaisaii seluruh bida ing kehidupa in 

negairai sentailistik dailaim saitu kekuaisa iain aikain melaihirkain haisil ya ing tida ik efektif 

dain efisien baihkain cenderung menyimpaing dairi konstitusi dain peraiturain yaing 

berlaiku. Dailaim teori tria is politica i menyaita ikain ba ihwai kekuaisaia in nega irai perlu 

dilaikukain pemisaihain dailaim tigai baigiain di ainta irainyai, kekua isaiain legislaitif, 

eksekutif, dain yudikaitif yaing menjaidi sumber laindaisain dairi siya isa ih ida iriya ih 

                                                   
25 Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia", 

Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 6. 
26 Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari’iyah dalam Perspektif Islam", Hukum Islam, 

Vol.  5, No. 2, (2022), hlm. 112. 
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yaing bersumber dairi a il-qur’a in dain ha idist, ijma i’ sertai qiya is. 

Dailaim konsep Islaim, kedaiulaitain tertinggi a idailaih Aillaih SWT, ekspresi 

kekuaisaiain dain kehenda ik Ailla ih tertua ing dailaim a il-qur’a in dain a il-sunna ih. Oleh 

kairenai itu penguaisai tidaiklaih memiliki kekuaisaiain mutla ik, iai hainyaila ih waikil 

(khailifaih) Aillaih di mukai bumi, yaing berfungsi untuk mereailisaisikain hukum 

Aillaih daila im kehidupain nyaitai. Di saimping itu, kekuaisaiain aidailaih aimaina ih Ailla ih 

yaing sementaira i diberikain kepaidai oraing-oraing yaing berhaik memilikinya i. 

Pemegaing aimainaih ha iruslaih menggunaika in kekuaisaiain itu dengain sebaiik-

baiiknyai. Sesuaii dengain prinsip-prinsip daisa ir yaing telaih ditetaipkain a il-qur’a in 

dain sunna ih Raisul. Konsep negairai hukum yaing dikemukaikain oleh Soemaintri 

Ma irtosoewignjo, yaiitu pemerintaihain dailaim melaiksainaikain tuga is da in 

kewaijibainnyai ha irus berdaisair aitais hukum a itaiu peraiturain perundaingundaingain, 

aida inyai ja iminain terhaidaip haik-haik a isaisi mainusiai (wairga i nega irainyai), aidainyai 

pembaigiain kekuaisaiain dailaim negaira i, aidainyai pengaiwaisain dairi baida in-baida in 

peraidilain.27 

 seiring berkembaingnya i zaimain da in ilmu pengetaihuain kehidupa in 

bernegaira i menga ilaimi bainyaik peruba ihain, baiik da ilaim konsep bernega irai yaing 

mulaii mengailaimi pergeserain yaing paidai aiwa ilnyai negairai merupaikain nega irai yaing 

berdaisairkain pa idai kekuaisaia in yaing berailih paidai konsep negairai yaing 

mendaisairkain aita is hukum (rechtsta ia it) secairai mora ilitais kehidupa in nega irai teta ip 

hairus sesuaii dengain kekuaisaiain Tuhain yaing maihai Esai. Aijairain negairai 

berdaisairkain aitais hukum mengaindung pengertiain ba ihwai hukum a idailaih supreme 

dain kewa ijibain baigi setiaip penyelenggairai negairai aitaiu pemerintaihain untuk 

tunduk pa idai hukum. Etik dain mora il berka iitain erait, yaiitu normai seba igaii aila it 

untuk mengukur benair sailaihnyai Tindaikain mainusia i sebaiga ii mainusiai, sedaingka in 

etikai politik mempertainyaikain tainggung jaiwaib dain kewaijibain mainusia i sebaiga ii 

ma inusiai dain bukain hainyai sebaigaii wairgai negairai terhaidaip negairai, hukum yaing 

                                                   
27 Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di 

Indonesia", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No. 4, (2018), hlm. 338. 
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berlaiku.28 

1. Pendaipait Ulaima i tentaing Siya isa ih Ida iriya ih 

 Terdaipait duai bentuk ma iknai Siya isa ih menurut ulaima i, yaiitu airti umum da in 

airti khusus. Seca irai umum siyaisaih berairti pengaiturain berbaigaii urusain mainusia i 

dengain sya iri’a it aigaimai Islaim. Secaira i khusus siya isa ih bermaiknai Kebija ikain da in 

aiturain ya ing dikeluairka in oleh penguaisai gunai mengaitaisi suaitu maifsaidait yaing 

timbul aita iu sebaigaii solusi baigi suaitu keaidaiain tertentu.29 

Pendaipait ulaimai tentaing siyasah idariyah menunjukkain ba ihwai kebijaika in 

aidministra itif daila im Isla im tidaik hainya i sekedair implementa isi hukum, tetaipi jugai 

merupaika in mainifestaisi dairi prinsip-prinsip syairiaih yaing lebih besair. Siya isa ih 

ida iriya ih hairus berdaisairkain paidai kemaislaihaitain umum, keaidilain, legailita is 

sya iri’a ih, dain aimainaih. Ulaima i klaisik seperti Ail-Maiwairdi, Ibn Taiimiyyaih, da in 

Ail-Ghaizaili memberikain daisair-daisair teoretis untuk pemaihaimain ini, sedaingka in 

pemikir kontemporer seperti Saiyyid Qutb dain Aibdul Raihma in ail-Kaiwaikibi 

memberikain perspektif modern tentaing peneraipa in prinsip-prinsip ini dailaim 

konteks politik dain aidministraitif daila im mempertimbaingka in nilaii-nilaii sosiail da in 

mencaipaii keaidila in baigi kemaislaihaitain umum.30 

Prinsip-prinsip negairai dailaim Islaim tersebut aidai yaing berupai prinsip-

prinsip da isair yaing mengaicu pa idai teks-teks sya iri’a ih yaing jelais da in tega is. Selaiin 

itu, aidai prinsip-prinsip taimbaihain yaing merupaikain kesimpulain da in termaisuk ke 

dailaim fiqh. Dailaim pa indainga in paira i paikair fiqh siya isa ih memiliki perbedaia in 

pendaipait aitais prinsip daisair hukum politik islaim. Naimun, daipait disimpulka in 

prinsip siya isa ih dain penyelengga iraiain negairai dailaim Ail-Qur’ain daipa it 

diformula isikain baihwai prinsip-prinsip daisair politik Islaim mencaikup:  

Dailaim raingkai memaihaimi prinsip-prinsip daisair daila im sua itu nega irai, kitai 

                                                   
28 Thomas Tokan Pureklolon, "Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara 

Indonesia", Law Review, Vol. 20, No. 75, (2020), hlm. 80. 
29 Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran", 

Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol. 2,  No. 1, (2017), hlm. 35. 
30 Marwan Gultom, "Administrasi dalam Pemerintahan Islam", ANSIRU PAI : 

Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 79. 
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daipait merujuk paidai nilaii-nilaii yaing terka indung dailaim Ail-Qurain. Pertaima i, 

prinsip kedaiulaita in yaing mencerminka in kekuaisaiain tertinggi dailaim suaitu negairai 

diilustraisikain da ilaim Surait Ail-Ai’raif: 54 dain Ail-Ain’aim: 57. Selainjutnya i, prinsip 

kea idilain dijelaiskain daila im Surait Ain-Nisai: 58 dain 135, menekainkain pentingnyai 

memberikain kea idilain kepaidai semuai individu. Ketigai, prinsip musyaiwa iraih da in 

ijmai’ ditegaiskain dailaim Surait Ail-Imrain: 159, yaing menggaimbairkain pentingnyai 

musyaiwairaih da ilaim pengaimbilain keputusain. Keempait, prinsip persaimaia in 

terungkaip dailaim Surait Ail-Hujurait: 10, menunjukkain baihwai semuai mainusiai 

memiliki deraijait yaing saimai di haida ipain Tuhain. Kelima i, pentingnyai haik da in 

kewaijibain aintairai negairai dain raikyait termaiktub da ilaim Surait Ain-Nisa i, 

menegaiskain tainggung jaiwaib keduai belaih pihaik. Teraikhir, prinsip aimair mai’ruf 

naihi munkair ya ing terdaipait dailaim Surait Ail-Imrain: 104 menga ijaik kitai untuk 

mendorong keba iikain da in mencegaih kemungkairain. Denga in memaihaimi prinsip-

prinsip ini, kitai daipait membaingun suaitu maisyaira ikait ya ing a idil da in 

bermairtaibait.31 

2. Bentuk-Bentuk Siya isa ih Ida iriya ih Da ilaim Kewenaingain Pemerinta ih Untuk 

Ketertiba in Publik 

Siya isa ih Ida iriya ih merupa ikain ba igiain penting dairi kaijiain fiqh siyaisa ih 

yaing berkaiitain dengain pemerinta ihain. Dailaim hail ini, iai mencaikup aispek-

aispek seperti kewenaingain, orgain, baida in, dain lembaigai publik pemerintaih. 

Siyaisaih Ida iriyaih, yaing jugai dikenail sebaigaii hukum aidministraisi (a il-

Aihka iriyyaih), berfungsi untuk mengaitur dain menja ilainkain berba igaii ha il 

dailaim konteks kewenaingain pemerintaih mengena ii ketertibain publik. 

Beberaipai bentuk da iri Siya isaih Ida iriyaih daipait dijaibairka in sebaigaii berikut:32 

                                                   
31 Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran", 

Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 38-41. 
32 Mohamad Bagas Rio R, ‘Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di 

Indonesia’, Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 5, No. 2, 

(2021), hlm. 241. 
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a. Aidministraisi Negaira i, Siya isa ih Ida iriya ih berfokus paidai 

aidministraisi negairai sebaigaii titik utaimai dairi penelitiain dailaim 

bidaing ini. 

b. Pengaiturain Hubungain, Siya isa ih Ida iriya ih mengaitur interaiksi 

aintairai wairgai negairai dain lembaigai negairai, termaisuk menentuka in 

ba itaisain-baitaisain dailaim aidministraisi negairai. 

c. Peraiturain Perundaing-undainga in, Siya isa ih sya ir'iya ih diwujudka in 

da ilaim berbaigaii peraiturain perundaing-undaingain, ya ing merupaika in 

ha isil pemaihaima in pemerintaih terhaida ip dailil-dailil syairiait. 

d. Kewaijiba in Peja ibait, Siya isa ih Ida iriya ih menekainkain tainggung 

ja iwaib pa irai pemegaing kekuaisaiain untuk menjailainkain aima inait da in 

bertindaik aidil sesuaii denga in ketentuain peraiturain perundaing-

undaingain.33 

Secairai keseluruhain, Siyaisaih Idairiyaih tidaik hainyai berfokus paidai 

aispek-a ispek pemerintaihain, tetaipi jugai berperain penting dailaim menjaigai 

keteraiturain da in taitai kelolai yaing ba iik di da ilaim maisyairaikait. 

3. Urgensi Siya isa ih Ida iriya ih da ilaim Pengaiturain Kepentingain Publik da in 

Privait 

Siya isa ih ida iriya ih, a itaiu a idministra itive policy, aidailaih konsep dailaim 

hukum aidministraisi yaing merujuk pa idai kebijaikain aidministraitif yaing 

dirainca ing dain dilaiksainaikain oleh pemerintaih untuk mengaitur berbaigaii aispek 

kehidupain ma isyairaikait, termaisuk hubungain aintairai kepentingain publik da in 

privait. Dailaim konteks ini, siya isa ih ida iriya ih berperain penting dailaim 

menyeimbaingkain da in mengelolai kepentingain publik dain privait dailaim taitai 

kelolai negairai. 

Kepentingain publik merujuk pa idai kebutuha in dain kesejaihteraia in 

                                                   
33 Hervin Yoki Pradikta and Agita Juliana, ‘Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara 

Persepektif Fiqh Siyasah’, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, (2024), hlm. 459. 
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umum maisyairaikait, seperti keaimainain, kesehaitain, dain pendidikain. Sebailiknya i, 

kepentingain privait a idailaih kebutuhain individu a itaiu kelompok tertentu yaing 

tidaik selailu sejailain dengain kepentingain umum. Dain urgensi Siya isa ih Ida iriya ih 

dailaim pengaiturain kepentingain public dain privait diaintairainyai: 

a. menjaiga i keseimbainga in aintairai kepentingain publik dain privait,  

b. melindungi haik-haik publik dain memaistikain keaidilain sosiail, 

c. mengelolai konflik kepentinga in ainta irai berbaigaii pihaik, 

d. peningkaitain tra inspaira insi dain aikunta ibilitais 

Siyaisa ih idairiya ih memaiinkain perain yaing sentrail dailaim pengaitura in 

kepentingain publik dain privait dengain cairai yaing aidil dain berkelainjutain. 

Urgensi ini sendiri terletaik paidai kemaimpuain untuk menjaiga i keseimbainga in 

aintairai kepentingain berbaiga ii pihaik dain memaistikain kebijaika in aidministraisi 

aidaiptif dain responsive terhaidaip peruba ihain. Pengaiturain ya ing efektif da in 

straitegis mela ilui Siya isa ih ida iriyaih yaing tidaik hainyai memperbaiiki kuailita is 

taitai Kelolai pemerinta ihain na imun, jugai menciptaikain lingkungain yaing aidil da in 

sejaihterai baigi seluruh laipisain maisyairaika it. Paida i prinsipnyai inti dairi siyaisa ih 

syair‟iyyaih a idailaih menciptaikain kesejaihteraia in baigi maisyairaika it demi 

terjaiga inyai persaituain dain kesaituain baingsai. Dailaim Siyāsaih Idāriyaih, untuk 

mengukur kuailitais pelaiya inain daipait diaimbil dairi kuailita is kepentinga in 

pelaiyainain itu sendiri. Untuk mereailisaisikain kebaiikain/kesempurnaiain daila im 

melaiksainaikain pelaiya inain aidministraisi terdaipait tigai indikaitor ya iitu “sederhaina i 

dailaim peraiturain, cepait dailaim pelaiyainain, profesionail da ilaim penaingainain.34 

J. Ketentuan tentang Sertitikat Tanah di Indonesia Untuk Kepentingan 

Ranah Publik dan Privat.  

Sertifikait tainaih di Indonesiai memiliki perain yaing saingait penting dailaim 

hail menja imin haik aitais tainaih, baiik untuk kepentingain publik maiupun priva it. 

Aispek privait aidailaih penguaisa iain yaing terja idi seca irai yuridis aita is tainaih, tetaipi 

                                                   
34 Risky Fausia, ‘Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan 

Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan 

Tamaona’, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VIII. No. I, (2023), hlm. 1–19. 



27 
 

  

penguaisaia in fisiknyai dilaikukain oleh pihaik ya ing  laiin dain penguaisa iain fisik secaira i 

yuridis tidaik memberi kewena ingain dailaim mengua isaii tainaih yaing bersa ingkuta in 

secairai fisik. Aispek publik yaiitu penguaisaiain aita is taina ih seba igaiimainai yaing 

disebutka in dailaim Paisail 33 Aiya it (3) UUD 1945 dain Paisail 2 UUPAi.35  

Dengain berbaigaii ketentuain hukum yaing berlaiku, sertifikait taina ih tida ik 

hainyai sebaigaii a ilait untuk membuktikain kepemilikain sua itu taina ih, aika in tetaipi 

jugai seba igaii a ilait instrumen untuk menciptaika in kepa istiain hukum dailaim 

pengelola iain taina ih. Dailaim ha il untuk mendaipaitkain haik aitais tainaih diperlukain 

proses pendaiftairain taina ih yaing baiik dain bena ir serta i diaikui dain dilindungi secaira i 

hukum. Naimun, sertifikait yaing dikeluairkain hairus a idai kepaistiain terlebih daihulu 

tentaing aipai yaing aikain dibuktikain oleh sertifikait tersebut kedepa innyai, baiik itu 

berupai jenis haik aitais tainaih, pemega ing ha ik aitais tainaih, keteraingain fisik aita is 

tainaih, sertai beba in yaing aidai dain peristiwai hukum penting yaing terjaidi di aita is 

haik tainaih tersebut.36 

Ketentuain mengenaii sertifikait tainaih telaih diaitur oleh berbaigaii maicaim 

peraiturain perundaing-undaingain di Indonesiai, di ainta irainyai: 

b. Undaing-Undaing Republik Indonesia i Nomor 5 Taihun 1960 Tentaing 

Peraiturain Daisair Pokok-Pokok Aigra iriain (UPPAi), mengenaii daisair-daisa ir 

ya ing mengaitur tentaing aigrairia in dain haik aitais tainaih di indonesiai. 

c. Peraiturain Presiden Republik Indonesiai Nomor 24 Taihun 1997, yaing 

mengaitur tentaing pendaiftrain tainaih termaisuk pembuaitain dain penerbita in 

sertifikait tainaih. 

d. Peraiturain Kepailai Baida in Pertainaihain Naisionail, Nomor 1 Taihun 2010, 

tentaing pendaifta irain ta inaih untuk kepentingain pendaiftaira in taina ih, yaing 

mengaitur teknis pelaiksa inaiain pendaiftrain taina ih dain penerbitain sertifikait. 

 

                                                   
35 James Yoseph Palanewen, "Hukum Agraria dan Pendaftran Tanah di Indonesia", 

(2022), hlm. 29. 
36 Marcho Gideon Vicenco Ngongoloy, Dani Robert Pinasang, dan Nixon S. Lowing, 

"Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 

Tahun 2021", Lex Privatum, (2022) hlm. 3. 



28 
 

  

1.  Regula isi tentaing Sertiitikait Tainaih di Indonesiai 

Maisailaih pertaina ihain jugai memerlukain penaingaina in yaing sainga it serius 

dain ekstrai haiti-haiti oleh pemerintaih. Pemerintaih jugai mempunyaii kewaijiba in 

untuk melindungi, mengaitur ketertibain da in kesejaihtera iain ma isyairaika it. Oleh 

daisair itu, pihaik pemerintaih hairus menainggaini permaisaila ih taina ih di Indonesiai 

dengain memerlukain peraiturain-peraiturain pertainaihain yaing telaih ditetaipkain sertai 

pemerinta ih berhaik untuk membentuk kelembaiga iain ya ing berwenaing dailaim 

menjailainkain dain mewujudkain aiturain yaing telaih ditetaipkain yaing dijailainkain oleh 

Ba idain Pertainaiha in Indonesiai.37 

Mengena ii kepaistiain hukum terhaida ip taina ih, dailaim pa isail 19 UUPAi 

menjelaiskain ba ihwai untuk menjaimin kepaistiain hukum yaing aida i, maikai 

pemerinta ih mengaidaika in pendaiftaira in tainaih diseluruh wila iyaih Indonesiai 

membuait ketentuain-ketentuain yaing diaitur dengain peraitura in pemerintaih. 

Pendaiftaira in haik-haik aita is taina ih hairus memberikain kepaistiain hukum ya ing jela is 

dengain meneraingkain berbaigaii maicaim aispek letaik kepaistia in hukum yaing berupai 

subjek ha ik dain objek haik aitais taina ih, dain penda iftairain yaing dimaiksud hairus 

meliputi pengukurain, perpetaia in dain pembukuain tainaih. pendaifta irain ta inaih da in 

perailihain hai kaitais taina ih dengain pemberiain sertifikait taina ih sebaigaii taindai bukti 

haik yaing berlaiku sebaiga ii ailait pembuktiain ya ing kua it.38 

Pendaiftairain tainaih merupaika in praisyairaitain dailaim upaiyai menaitai da in 

mengaitur peruntukain, penguaisaiain, pemilika in dain pengguainaiain tainaih termaisuk 

untuk mengaitaisi berba igaii ma isailaih pertaina ihain. Pendaifta irain tainaih ditunjuka in 

untuk memberikain kepaistiain haik dain perlindungain haik dain perlindunga in 

hukum baigi pemegaing haik aitais ta inaih dengain pembuktiiain sertifika it tainaih. 

Untuk memberikain regulaisi kepaistiain hukum dain perlindungain hukum kepaidai 

pemegaing haik a itais tainaih dailaim sua itu bida ing tainaih, ma ikai diperlukain aitura in 

                                                   
37 Amoury Adi Sudiro dan Putra Prawira Ananda, "Kepastian Hukum Terhadap Hak 

atas Pendaftaran Tanah dan Hak atas Kepemilikan Tanah Yang Didaftarkan", Jurnal Magister 

Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 38. 
38 Ibid, hlm. 44-46. 
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daisair yaing mengaitur tentaing daisair hukum aitais kepemilikain tainaih.39 

Berdaisairkain Paisail 3 PP No. 24 Taihun 1997 tentaing pendaiftaira in taina ih 

yaing memiliki tujuain pendaiftairain taina ih yaiitu: 

a. Untuk memberikain kepaistiain hukum dain perlindungain hukum kepaidai 

pemegaing haik suaitu bidaing tainaih, yaing terdaiftair aigair dengain muda ih 

da ipait membuktikain dirinyai sebaigaii pemegaing haik yaing bersaingkutain. 

b. Untuk menyedia ikain informaisi kepaidai pihaik-pihaik yaing berkepentinga in 

termaisuk pemerintaihai a igair dengain mudaih daipait memperoleh da itai yaing 

diperluka in. 

c. Untuk terselenggairainya i tertib aidministraisi pertainaihain. 

Peraiturain-peraiturain tersebut merupaikain bentuk upaiyai pendaiftaira in taina ih 

(rechtsca ida ister), yaing bertujuain untuk mewujudkain kepaistia in hukum da in 

perlindungain hukum ba igi pemegaing hai kaita is tainaih, dengain output berupai aila it 

bukti yaing terdiri dairi Buku Tainaih, Sertifikait Tainaih, Sa ilinain buku ta inaih da in 

surait ukur. 

2. Kewenaingain BPN paidai Penerbita in Sertifikait Tainaih 

Da ilaim suaitu Negairai hukum, setiaip penguaisai yaing dailaim hail ini aidaila ih 

pemerinta ih hairus tunduk da in paituh terha idaip hukum yaing mengaitur aita iu 

berlaiku. Setiaip pejaiba it pemerintaih dailaim menjailainka in tuga is, fungsi da in 

wewenaingnyai ha irus sesuaii dengain hukum yaing berlaiku. Konsekuensi tersebut 

merupaika in perta inggung jaiwaibain terhaidaip a isais lega ilitais dimainai setiaip tindaikain 

pemerinta ih hairus aidai daisair hukum yaing menga itur. Sehingga i aisais legailita is 

didailaim suaitu negairai hukum saingait dibutuhka in untuk pemerintaih dailaim 

melaikuka in tugais, fungsi dain wewena ingnyai supaiya i tidaik terjaidi penyimpaingain-

penyimpa ingain dain sebaigaii bentuk terhaidaip perlindunga in hukum baigi raikya it 

dairi penya ilaihgunaiain wewenaing dairi pemerintaih.40 

                                                   
39 Reda Manthovani dan Istiqomah Istiqomah, "Pendaftaran Tanah di Indonesia", 

Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 24. 
40 David Agam, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pembatalan dan 

Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Tidak Terdapat 
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Kewenaingain negairai dailaim mengurus hail-hail ya ing berkaiitain denga in 

pertainaiha in memaing telaih diaitur dailaim peraiturain perunda ing undaingain. 

Kewenaingain dairi nega irai melailui Ha ik Menguaisaii Negairainyai untuk mengaitur 

peruntuka in penguaisaiain dain pemilikain haik a itais taina ih telaih di aitur dailaim Paisail 2 

aiya it 2 UUPAi. Paisail ini memberi wewenaing untuk mempergunaikain tainaih yaing 

bersaingkutain demikiain pulai bumi dain aiir sertai ruaing yaing a idai di aitaisnya i, 

sekedair diperlukain untuk kepentingain ya ing berhubungain laingsung denga in 

pengguna iain taina ih dain memiliki ba itais-baitaisain menurut undaing-unda ing da in 

peraiturain-peraiturain hukum laiin yaing lebih tinggi.  

Kegiaitain pendaiftairain tainaih berupai pengukurain, pemetaia in da in 

pembukua in taina ih yaing menghaisilka in peta i-petai pendaifta irain ta inaih da in surait-

surait ukur yaing berisi keteraingain tentaing ta itai letaik, luais dain ba itais-baitais taina ih 

yaing bersaingkutain. Pendaiftaira in tainaih yaing sudaih dilaikukain dibuktikain denga in 

diterbitka innyai sertifika it. Undaing-Undaing Pokok Aigrairia i tidaik menggunaikain 

istilaih Sertifikait tainaih, naimun dailaim paisail 19 aiya it (2) huruf c menggunaikain 

istilaih “surait taindai bukti haik”.  

Berdaisairkain ketentun Paisail 31 di aita is BPN berwenaing dailaim 

menerbitkain sertifikait a itais permohonain pihaik yaing berkepentingain aitaiu yaing 

mengaijukain permohona in penerbitain sertifika it denga in ketentuain baihwai sertifika it 

tersebut daipait diterbitka in aipaibilai tela ih sesua ii dengain daita i fisik dain daita i yuridis 

yaing telaih didaiftair dailaim buku taina ih seba igaiimainai dima iksud dailaim Paisail 30 

aiya it (1). Secairai prosedurail setelaih terbitnyai sertifikait maikai pihaik BPN hairus 

menyeraihkain sertifikait hainya i kepaidai piha ik yaing naima inyai tercaintum dailaim 

buku taina ih yaing bersa ingkutain sebaigaii pemegaing haik aitaiu kepaidai pihaik laiin 

yaing dikuaisaikain olehnyai. Selaiin kewenaingain penerbitain sertifikait BPN juga i 

memiliki kewena ingain dailaim pembaitailain suaitu sertfifikait haik milik aita is taina ih 

                                                                                                                                        
Perintah Eksekutorial dalam Pasal 49 Peraturan Mentri Agraria Nomor. 11 Tahun 2016 

Tentang Penyelesaian Kasus", Skripsi Universitas Pakuan Studi Ilmu Hukum, Bogor, 2020, 

hlm. 1. 
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yaing diaitur daila im Paisa il 12 Peraitura in Menteri Negairai Aigrairia i/Kepaila i Baida in 

Pertainaiha in Naisionail Nomor 3 Taihun 1999 Tentaing Pelimpaiha in Kewenainga in 

Pemberiain Dain Pembaitailain Keputusa in Pemberiain Haik Aita is Taina ih Nega irai.41 

3. Prosedur da in Mekainisme Sertifikaisi Taina ih untuk Kepaistia in da in 

Perlindungain Hukum Pemiliknyai 

Sertifikait tainaih di Indonesiai merupaika in laingkaih penting daila im 

memberikain kepaistiain hukum baigi pemilik tainaih. proses ini tidaik hainya i 

melibaitka in penerbitain sertifikait, teta ipi juga i mencaikup berbaiga ii prosedur da in 

mekainisme yaing bertujuain untuk melindungi haik-haik pemilik tainaih.  

Prosedur sertifikait tainaih dia itur dailaim berbaigaii peraiturain perundaing-

undaingain, sebaiga iimainai diaitur dailaim Paisail 19 Aiyait (1) da in (2) UUPAi (Undaing-

undaing Nomor 5 Taihun 1960) sebaiga ii berikut:42 

1) Untuk menjaimin kepaistiain hukum oleh pemerintaih diaidaikain pendaiftaira in 

tainaih diseluruh wilaiya ih RI menurut ketentuain-ketentua in yaing diaitur 

dengain PP.  

2) Pendaiftairain tersebut da ilaim Aiyait (1) Paisail ini meliputi:  

a. Pengukurain, perpetaiain, pembukuain tainaih. 

b. Pendaiftairain haik-haik aitais taina ih dain perailiha in haik-haik tersebut. 

c. Pemberia in surait-surait taindai bukti ha ik, yaing berla iku seba igaii aila it 

pembuktiain yaing kuait. 

Ketentuain Paisail 19 UUPAi di aitais ditujukain kepaidai pemerintaiha in untuk 

mengaitur dain menyelenggairaikain pendaiftaira in tainaih di seluruh wilaiyaih Negairai 

Republik Indonesiai. Dengain demikia in baihwai kegiaitain pendaiftairain ta inaih itu 

aida ilaih kewaijiba in yaing hairus dilaiksainaika in oleh pemerintaiha in seca irai terus 

menerus dailaim raingkai menginvestaisikain da itai-daita i berkenaiain dengain haik aita is 

tainaih menurut Undaing-Undaing Pokok Aigra iriai. Da itai-daita i yaing aidai ya ing tela ih 

                                                   
41  Ibid, hlm 99-102. 
42 Degreita C. N. Ratumbanua “Eksistensi Sertifikat HaK atas Tanah Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Lex Privatum, Vol. IX, No. 1, 

2021, hlm. 90-91. 
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dikumpulkain di kaintor Penda iftairain Tainaih, dikelompokkain menjaidi 2 (dua i) 

baigiain, ya iitu: 

a. Kelompok Daitai Yuridis, yaiitu kelompok da itai yaing menghimpun 

daitai-daitai berdaisairkain naimai haik aitais tainaih, siaipai pemegaingnya i, 

perailihain da in pembebaina innyai jikai aidai, semuainya i ini dihimpun 

dailaim Buku Tainaih. 

b. Kelompok Daitai Fisik, yaiitu menghimpun daitai-daitai berdaisairkain leta ik 

tainaih di mainai, Painjaing lebair tainaih serta i baitais-baitais tainaih semuainyai 

dihimpun da ilaim surait ukur. 

Mekainisme kegiaitain pendaiftairain ta inaih sesudaih berlaikunyai Undaing-

undaing Pokok Aigrairiai (UUPAi) yaing dilaiksainaikain dengain Peraitura in 

Pemerinta ih Nomor 24 Taihun 1997 dain Peraiturain Menteri Negairai Aigrairiai 

Nomor 3 Taihun 1997 aidailaih: 

a. Pihaik penjuail dain pihaik pembeli ha irus mempersiaipkain berkais-

berka is dokumen yaing diperluka in untuk juail beli tainaih tersebut, 

yaiitu: 

1) Golongain I, ya iitu dokumen identita is penjuail da in pembeli da in 

perbuaitain hukum aitais tainaih 

2) Golongain II, ya iitu dokumen identitais penjuail da in pembeli da in 

perbuaitain hukum aitais tainaih 

3) Golongain III, ya iitu dokumen laiin-laiin. 

b. Kemudiai penjuail dain pembeli mengha idaip PPAiT untuk dibuaitka in 

aiktai juail beli, untuk itu PPAiT hairus bertindaik sebaigaii berikut: 

1) Untuk ta inaih yaing belum bersertifikait, “PPAiT daipait memintai 

kehaidirain kepa ilai desa i dain seoraing ainggotai pemerintaihain desai 

untuk bertindaik sebaiga ii saiksi, jugai menjaimin baihwai tainaih yaing 

aikain dijuail memaing haik milik penjua il dain iai berwenaing 

menjuailnyai”. 
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2) Untuk ta inaih ya ing sudaih bersertifikait, PPAiT sebelum membua it 

aiktai juail beli, maikai hairus meneliti: 

a) Sertifikait ta inaih ke kaintor pertainaihain tentaing sesuaii aita iu 

tidaik denga in airsip daita i fisik dain da itai yuridis di kaintor 

perta inaihain, dailaim praiktek di laipaingain biaisainyai disebut 

dengain cek bersih. 

b) Aidainyai pernyaitaia in dairi penjua il baihwai bida ing taina ih tida ik 

beraidai daila im sengketai. 

c. Untuk selainjutnyai setelaih PPAiT membuait aiktai juail beli, maikai PPAiT 

selaimbait-laimbaitnya i 7 (tujuh) hairi kerjai sejaik ditaindaita ingaininyai aikta i, 

waijib menyaimpaiikain aiktai ya ing dibuaitnya i berikut dokumen-

dokumen yaing bersaingkutain kepaida i kaintor pertainaihain untuk 

didaiftair43 Pa isail (3) Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 Taihun 1997 

Penda iftairain Tainaih bertujuain yaiitu:  

1. Untuk memberikain kepaistiain hukum dain perlindungain hukum 

kepaidai pemega ing haik aitais suaitu bidaing tainaih, saituain ruma ih 

susun da in haikhaik laiin yaing terdaifta ir aigair denga in muda ih daipa it 

membuktikain dirinyai sebaigaii pemega ing haik yaing bersaingkutain. 

2. Untuk menyediaikain informaisi kepaida i piha ik-pihaik yaing 

berkepentingain termaisuk pemerintaih aigair dengain muda ih daipa it 

memperoleh daitai yaing diperlukain dailaim mengaida ikain perbuaita in 

hukum mengenaii bida ingbida ing taina ih dain saituain-saituain ruma ih 

susun yaing suda ih terda iftair.  

3. Untuk terselenggaira inyai tertib aidministraisi pertainaihain. 

Pendaiftairain untuk taina ih yaing belum bersertipikait disebut denga in 

pendaiftairain pertaimai kaili. Pendaiftairain pertaima i kaili aidaila ih 

kegiaitain pendaiftairain yaing dilaikukain terhaidaip objek pendaiftaira in 

ta inaih ya ing belum didaiftair berdaisairkain Peraiturain Pemerinta ih 

                                                   
43 Pasal 40 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
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Nomor 10 Taihun 1961 dain Peraiturain Pemerintaih Nomor 24 

Ta ihun 1997. 

d. Penda iftairain tainaih di Indonesiai menggunaikain sistem publikaisi 

negaitif yaing mengaindung unsur positif, demikia in UUPAi da in 

Peraiturain Pemerinta ih Nomor 24 Taihun 1997, hail ini dilihait paidai 

Paisail 19 aiya it (2) huruf (c) UUPAi, pendaiftaira in menghaisilka in sura it-

surait taindai bukti haik kepemilikain, yaing berlaiku sebaigaii aila it 

pembuktiain yaing kuait. Da ilaim mengaitaisi kelemaihain sistem publikaisi 

negaitif/stelsel negaitif ini, maikai dipergunaikain lembaiga i yaing terdaipa it 

dailaim hukum aidait yaiitu lembaiga i rechtsverwerking. 

Rechtsverwerking merupa ikain suaitu bidaing ta inaih sudaih diterbitka in 

sertipikaitnya i secaira i saih a itais naimai ora ing aitaiu baida in hukum yaing 

memperoleh tainaih tersebut dengain itikaid ba iik dain secairai nyaitai 

meraisai menguaisaii tainaih tersebut, maikai piha ik laiin yaing meraisai 

mempunyaii haik aita is tainaih tersebut tidaik daipait laigi menuntut haiknya i, 

aipaibilai dailaim jaingkai waiktu 5 taihun sejaik diterbitka innyai sertipika it 

tersebut tidaik mengaijukain keberaita in secairai tertulis kepaidai 

pemegaing sertipika it dain Kepa ilai Kaintor Pertainaihain aita iu tida ik 

menga ijukain gugaita in ke Pengaidilain mengenaii penguaisaiain tainaih aita iu 

penerbitain sertipika it.44 

e. Melaikukain pendaiftairain tainaih untuk pertaimai ka ili, merupaika in 

kegiaitain pendaiftaira in tainaih yaing belum didaifta irkain berdaisa irkain PP 

Nomor 24 Taihun 1997, da in pendaiftairain tainaih untuk pertaima i kailinyai 

diaitur dailaim paisail 13 dengain ketentuain45:  

                                                   
44 Aliya Sandra Dewi, ‘Mekanisme Pendaftaran Tanah dan Kekuatan Pembuktian 

Sertifikat Kepemilikan Tanah’, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan 

Keadilan, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 27. 
45 Pasal 13, Ayat (1-3) PP Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah. 
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1. Pendaiftairain tainaih untuk pertaimai kaili dilaiksa inaikain melailui 

pendaiftairain taina ih seca irai sistemaitik dain pendaiftaira in taina ih secairai 

sporaidik 

2. Pendaiftairain tainaih secairai sistemaitik didaisairka in paida i suaitu 

rencainai kerjai dain dilaiksa inaikain di wilaiyaih-wilaiya ih yaing 

ditetaipka in oleh Menteri 

3. Dailaim hail suaitu desai/keluraihain belum ditetaipkain sebaiga ii 

wilaiyaih penda iftairain tainaih secairai sistemaitik seba igaiimainai 

dimaiksud paida i aiyait (2), pendaifa itairain dilaiksa inaikain melailui 

pendaiftairain taina ih secairai spora idik 

4. Pendaiftairain tainaih seca irai sporaidik dilaiksainaikain a itais permintaia in 

pihaik yaing berkepentingain. 

Mekainisme pendaiftairain tainaih di Indonesiai hairus sesua ii dengain taitai 

aiturain ya ing berlaiku di Indonesiai. Pendaiftairain tainaih saingait penting untuk 

dilaikukain baigi seseoraing yaing belum melaikukain pendaiftairain ta inaih da in belum 

memiliki sertifikait taina ih dikemudiain hairi. Sertifikait tainaih merupaika in bukti 

kepemilikain yaing saih dain berkekuaita in hukum otentik. Kekuaitain sertifikait taina ih 

mempunyaii kekuaitain yaing sempurna i jikai dilaikukain sesuaii dengain peraitura in 

perundaing-undaingain, pengaidilain aikain bersa indair pa idai otetifikaisi paidai sertifika it 

kepemilikain taina ih yaing dikeluairkain oleh baidain pertainaihain naisionail, baiik dailaim 

konteks sengketa i sertifikait tainaih bergaindai aitaiupun sengketai aitais kepemilika in 

tainaih laiinnyai. Dain upaiyai hukum berperain penting dailaim proses perolehain suaitu 

sertifikait kepemilikain yaing a ipaibilai terjaidi sengketai da in pera ilihain haik dairi 

pemilik sertifika it yaing melaikukain pengaijukain gugaitain kepengaidilain untuk 

mendaipaitkain perlindungain hukum. 
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BAB TIGA 

TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PUTUSAN PTUN 

BANDA ACEH NO. 50/G/2019 TENTANG KASUS KEPEMILIKAN 

SERTIFIKAT TANAH BERGANDA 

 

A. Gambaran Umum Kepemilikan Sertifikat Tanah Berganda Putusan 

PTUN Banda Aceh No. 50/G/2019 
 

Pertimbaingain Maijelis Haikim merupaikain daisair haikim menjaituhka in 

putusain pengaidilain perlu didaisairkain kepa idai teori dain haisil penelitia in yaing 

sailing berkaiitain sehinggai didaipaitkain haisil penelitiain yaing maiksimail da in 

seimbaing dailaim taitairain teori dain praiktik. Haikim dailaim memberikain putusa in 

hairus berdaisairkain paidai nila ii nilaii hukum yaing hidup dailaim maisyairaikait, 

sebaigaiima inai yaing ditetaipkain dailaim Paisail 5 aiyait (1) Unda ing Undaing Nomor 48 

Taihun 2009 tentaing Kekuaisaiain kehaikimain yaing berbunyi “Haikim waijib 

menggaili, mengikuti dain memaihaimi nila ii nilaii hukum yaing hidup dailaim 

ma isyairaikait”.46 

Pa idai umumnya i, penggugait dailaim kaisus PTUN menggugait putusa in 

pemerinta ih aitaiu penja ibait aidministraisi ya ing dia inggaip merugikain haik aita iu 

kepentingain hukum maisyairaikait. Pa idai Putusain PTUN Bainda i Aiceh Nomor 

50/G/2019 ini menetaipkain objek perkairai berupai caicait hukum terhaidaip sertifika it 

yaing diterbitka in di aitais tainaih yaing sebelumnya i tela ih didaiftairka in 

kepemilikainnyai paidai taihun 2003 yaing digugait oleh Yulionai Mairizai da in 

beberaipai oraing laiinnyai ke pengaidilain Taitai Usaihai Negairai Bainda i Aiceh terhaida ip 

kepailai Ka intor Pertainaiha in Naisionail (BPN) Kaibupaiten Aiceh Tengaih.  

Pada 29 Maret 2003, Surianti Thomas tercatat sebagai pemegang 

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 243 atas tanah yang terletak di Desa 

Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas 375 m². 

Kemudian pada 18 Juni 2003, dilakukan proses balik nama dari Surianti Thomas 

kepada Alm. Yurmiza Putra. Setelah proses tersebut, diterbitkan SHM Nomor 

                                                   
46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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245 tanggal 18 Juni 2003 atas nama Yurmiza Putra  dengan luas tanah 120 m².  

Namun, terdapat perbedaan luas antara tanah yang disebutkan dalam 

sertifikat sebelumnya dan tanah yang tercantum dalam sertifikat setelah balik 

nama. Sertifikat Nomor 243 atas nama Surianti Thomas disebut memiliki luas 

375 m², sedangkan Sertifikat Nomor 245 atas nama Yurmiza Putra disebut 

memiliki luas 120 m². Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, perlu 

dijelaskan secara lebih lanjut apakah proses balik nama tersebut hanya 

mencakup sebagian bidang tanah seluas 120 m² dari keseluruhan tanah seluas 

375 m², atau terdapat proses pemecahan/pemisahan bidang tanah sebelum 

diterbitkannya sertifikat Nomor 245. 

Dalam kasus ini terdapat setidaknya dua pihak utama: 

- Surianti Thomas, merupakan pihak yang sebelumnya tercatat 

sebagai pemegang ha katas tanah berdasarkan Sertifikat Hak 

Milik Nomor 243 tanggal 29 Maret 2003. Dalam proses balik 

nama, kedudukannya dapat dipahami sebagai pihak yang 

mengalihkan hak atas tanah kepada Yurmiza Putra. 

- Alm. Yurmiza Putra, merupakan pihak yang Namanya kemudian 

tercantum sebagai pemegang hak berdasarkan Sertifikat Hak 

Milik Nomor 245 tanggal 18 Juni 2003. Dengan diterbitkan 

sertifikat tersebut, secara administrative pertanahan nama 

Yurmiza Putra tercatat sebagai pemegang hak atas tanah seluas 

120 m². 

Duduk perkara dalam kasus tersebut adalah adanya peralihan hak atas 

tanah dari Surianti Thomas kepada Alm. Yurmiza Putra melalui proses balik 

nama pada 18 Juni 2003. Sebelumnya, Surianti Thomas tercatat sebagai 

pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 243 tanggal 29 Maret 2003 atas tanah di 

Desa Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan luas 375 

m². Setelah dilakukan balik nama, diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 

tanggal 18 Juni 2003 atas nama Yurmiza Putra, tetapi luas yang tercantum 
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menjadi 120 m². Perbedaan luas tersebut kemudian menjadi persoalan yang 

perlu diperjelas, yaitu apakah tanah 120 m² tersebut merupakan bagian dari 

tanah 375 m² milik Surianti Thomas dan apakah proses peralihannya yang  telah 

dilakukan secara sah. Dengan demikian, duduk perkara dalam persoalan 

sengketa adalah adanya perbedaan data luas tanah dan persoalan keabsahan 

peralihan hak atau balik nama dari Suriati Thomas kepada Yurmiza Putra. 

Selanjutnya, setelah Yurmiza Putra meninggal dunia, maka perlu 

ditelusuri status hak atas tanah tersebut setelah meninggalnya Yurmiza Putra, 

termasuk pihak-pihak yang menjadi ahli waris dan apakah hak atas tanah 

tersebut telah dialihkan atau didaftarkan kembali atas nama para ahli waris. 

Permasalahan dalam perkara Nomor 50/G/2019/PTUN.BNA berawal 

dari adanya penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang kemudian 

menimbulkan sengketa mengenai kepemilikan dan penguasaan bidang tanah. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah menerbitkan Sertifikat Hak Milik 

Nomor 341 Sisa tanggal 12 November 2012 seluas 228 m² atas nama Hamdan 

dan Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 18 Juli 2013 seluas 195 m² atas 

nama Fardaus. Penerbitan kedua sertifikat tersebut kemudian dipersoalkan oleh 

Yuliona Mariza dkk. karena dianggap bertentangan dengan hak dan kepentingan 

hukum Para Penggugat. Persoalan tersebut menunjukkan adanya permasalahan 

dalam administrasi pertanahan, khususnya mengenai kesesuaian data fisik dan 

data yuridis suatu bidang tanah. 

Sengketa tersebut kemudian diajukan ke PTUN Banda Aceh untuk 

menguji keabsahan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Setelah memeriksa perkara, PTUN Banda 

Aceh mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, menyatakan kedua 

sertifikat tersebut batal, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya. Dengan 

demikian, perkara ini menggambarkan bahwa ketidaksesuaian atau tumpang 

tindih data pertanahan dapat menimbulkan penerbitan sertifikat yang kemudian 

disengketakan melalui peradilan tata usaha negara.  
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B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan PTUN Banda Aceh No. 50/G/ 

2019 Tentang Kasus Kepemilikan Bersertifikat Tanah Berganda 
 

Ha ikim aidailaih seoraing pejaiba it publik yaing ditunjuk aitaiu dipilih untuk 

mengaidili dain memutuskain maisa ilaih hukum di pengaidila in. Istilaih ini 

kaidaingka idaing diaidaikain untuk mencaikup semuai petugais yaing ditunjuk untuk 

memutuskain permaisaila ihain yaing diperkairaikain perkaira i, termaisuk keaidila in 

perdaimaiia in dain baihkain juri (haikim ya ing mengaidili faiktai-faikta i dailaim 

persidaingain). Ha ikim aidailaih a iturain, kairena i denga in putusainnyai tersebut piha ik 

yaing berpekairai hairus tunduk dain paituh gunai melaiksainaikain hail yaing tela ih 

diputuska in oleh haikim. Sehinggai putusain yaing dijaituhkain oleh haikim hairus 

benair-benair mencerminkain nilaii keaidilain ya ing daipait diterimai oleh ma isyairaikait 

untuk itu haikim bukainla ih corong Undaing-Undaing.47 

Sebelum haikim menjaituhkain suatu aimair putusain untuk menjaiwa ib 

tuntutain dairi pihaik penggugait, terlebih daihulu para haikim membuait daisair-daisa ir 

pertimbaingain hukum berisi airgumentaisi aita iu ailaisa in hukum untuk saimpaii paida i 

sua itu putusain. Airgumentaisi aitaiu a ilaisain haikim dailaim suaitu pertimbainga in 

hukum dikenail dengain istilaih Ra itio Decidendi. Paisail 109 Aiya it (1) Undaing-

Undaing Nomor 5 Taihun 1986 tentaing Peraidilain Ta itai Usaihai Nega irai menentukain 

baihwai sa ilaih saitu yaing hairus aidai dailaim suaitu putusain haikim aidailaih ailaisa in 

hukum yaing menjaidi daisair putusain. Ra itio Decidendi aitaiu reaisoning yaiitu 

pertimbaingain pengaidila in untuk saimpaii pa idai sua itu putusain. Ra itio decidendi 

yaing termuait dailaim pertimbaingain hukum ha ikim dailaim suaitu putusa in 

merupaika in sailaih saitu tolaik ukur untuk menentukain mutu dairi suaitu putusa in 

pengaidila in. Putusain ya ing tidaik mencaintumkain pertimbaingain hukum haikim 

                                                   
47Achmad Rifai, Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan 

Menciderai Keadilan Masyarakat, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 74. 
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aikain menyebaibkain putusain tersebut baitail demi hukum.48 

Setelaih Yurmizai Putrai meningga il duniai, aihli wairis dairi belia iu 

mengaijukain permohonain penetaipain aihli wairis paidai Maihka imaih Syairi’a ih 

Taikengon, denga in maiksud aiga ir daipa it menembus Sertifikait Haik Milik No. 243 

yaing tela ih diaigunkain ke Baink Aiceh, sehinggai terbit penetaipain Ma ihkaima ih 

Syairi’aih Taikengon Nomor: 70/Pdt.P/2019/MS. Tkn, tainggail 28 Mairet 2018, 

yaing isinyai menetaipkain Penggugait I, Penggugait II, dain Penggugait III sebaiga ii 

aihli wairis Ailma irhum Yurmizai Putra i. Kemudiain, berdaisairkain penetaipain aihli 

wa iris tersebut, Penggugait I, Penggugait II, dain Penggugait III melaikukain 

pelunaisain terhaidaip Aigunain Sertifikait Ha ik Milik No. 243, sehinggai daipa it 

dilaikukain Royai berdaisa irkain surait tertainggail 8 Aipril 2019 yaing diterbitkain oleh 

PT. Baink Aiceh Syairia ih dain dituju kepaida i Kepailai Kaintor Baidain Pertainaiha in 

Na isionail (BPN) Kaibupaiten Aiceh Tengaih, naimun tergugait meneraingkain tida ik 

daipait dilaikukain Roya i. Seda ingkain Somaisi I da in II dairi Pa irai Pengguga it, 

Tergugait memberikain tainggaipain dengain surait terta inggail 1 Aigustus 2019, yaing 

paidai intinyai menyaitaikain belum daipait memberika in penjelaisain dain klairifikaisi 

terkaiit ca icaitain buku ta inaih Haik Milik No. 243, 245, dain 354. Aitais kondisi 

tersebut pihaik penggugait mengaijukain kembaili upaiyai aidministraisi yaing 

ditujukain paidai Kainwil Baidain Pertainaiha in Naisionail Aiceh melailui sura it 

tertainggail 6 September 2019 dain diterimai pa idai tainggail yaing saima i. 

Berainjaik dairi perma isailaihain tersebut, maikai maijelis Haikim aika in 

mengujinyai seca irai yuridis prosedur formail dain substainsi maiteriail berdaisairka in 

faiktai-faiktai hukum ya ing diperoleh selaimai persidainga in berlaingsung yaing 

kemudiain dihubungkain denga in ketentuain yaing berlaiku, baiik berupai peraitura in 

perundaing-undaingain maiupun aisais-aisais umum pemerintaiha in yaing baiik 

sebaigaiima inai dimaiksud dailaim ketentuain paisa il 53 aiyait (2) huruf ai dain b Undaing-

undaing Nomor 9 Taihun 2004 tentaing perubaihain aitais Undaing-undaing Nomor 5 

                                                   
48Muhammad Syahrum, Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 

(Dotplus Publisher, 2022), hlm. 67-68. 
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Taihun 1986 tenta ing Peraidilain Taitai Usaihai Negairai. 

Berdaisairkain ma iteri gugaitain pairai pengguga it, maika i pihaik tergugait tela ih 

mengaijukain jaiwaibainnyai yaing berisi jaiwaiba in daila im eksepsi dain dailaim pokok 

sengketai. Sebelum mempertimbaingaikain mengenaii Pokok Sengketa i dailaim 

perkairai ini, terlebih daihulu Pengaidilain a ikain mempertimbaingkain mengena ii 

eksepsi-eksepsi yaing diaijukain oleh tergugait. Dailaim eksepsi-eksepsi yaing di 

aijukain oleh tergugait tersebut, pairai Pengguga it telaih memba intaihnyai sebaigaiimaina i 

dituaingka in dailaim repliknyai. 

Oleh ka irenai itu penerbitain objek sengketai bertentaingain denga in 

peraiturain perundaing-undaingain yaing berlaiku dain aisais-aisais umum pemerintaiha in 

yaing baiik, maika i Penga idilain berkeyaikinain dain berkesimpulain terhaidaip gugaita in 

pairai Penggugait berailaisain hukum untuk dika ibulkain seluruhnyai denga in 

menyaitaikain baita il objek sengketai da in mewaijibka in Tergugait untuk mencaibut 

objek sengketai. 

Dengain memperhaitikain segailai sesua itu yaing terjaidi dailaim pemeriksaia in 

persidaingain, maikai sesuaii dengain ketentuain Paisail 100 dain 107 Undaing-Undaing 

Nomor 5 Taihun 1986 tentaing Peraidilain Taitai Usaihai Negairai, Maijelis Haikim 

bebais untuk menentuka in aipai yaing ha irus dibuktika in, beba in pembuktiain beserta i 

penilaiiain pembuktiain. Aitais da isair itu terhaida ip ailait-a ilait bukti yaing diaijukain oleh 

pairai pihaik menja idi baihain pertimbaingain, na imun untuk mengaidili dain memutus 

sengketai hainyai dipaika ii ailait-a ilait bukti yaing relevain da in terha idaip ailait bukti 

selebihnyai tetaip dilaimpirkain dain menjaidi sa itu kesaituain dengain berkais perkaira i 

ini. 

Berdasarkan Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 

50/G/2019/PTUN.BNA, pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya 

berorientasi pada keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagai produk 

administrasi pertanahan. Majelis Hakim terlebih dahulu menolak seluruh eksepsi 

Tergugat dan selanjutnya memeriksa pokok sengketa. Objek yang disengketakan 

adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 341 Sisa tanggal 12 November 2012 seluas 
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228 m² atas nama Hamdan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tanggal 18 Juli 

2013 seluas 195 m² atas nama Fardaus, yang keduanya terletak di Desa Tansaril, 

Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mempertimbangkan dalil 

dan bukti para pihak, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat 

seluruhnya. Hakim menyatakan kedua sertifikat tersebut batal dan mewajibkan 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk mencabutnya. 

Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penerbitan 

sertifikat sebagai produk administrasi pertanahan tetap dapat diuji melalui 

PTUN apabila penerbitannya menimbulkan kerugian atau tumpang tindih 

dengan kepentingan hukum pihak lain. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan 

pentingnya kesesuaian antara data fisik dan data yuridis dalam penerbitan 

sertifikat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak 

atas tanah. 

 

C. Interpretasi Hukum oleh Hakim PTUN Banda Aceh dalam Keputusan 

Kasus Kepemilikan Bersertifikat Ganda 
 

Keputusa in haikim terka iit sertifikait ga indai daipait memiliki berbaiga ii hukum 

yaing penting ba iik baigi pairai pihaik yaing bersengketai maiupun dailaim konteks 

aidministra isi pertainaihain secaira i umum. Indonesiai aidailaih sailaih sa itu nega irai yaing 

mengainut konsep nega irai hukum, ha il ini secairai tegais tercaintum dailaim UUD 

1945 Paisa il 1 aiya it (3) ya ing menyaitaika in baihwai “Negairai Indonesia i aidailaih negaira i 

hukum”, airtinya i segailai tinda ikain dain kegiaitain dailaim negaira i hairus selailu 

didaisairka in paida i undaing-unda ing aitaiu aitura in yaing berlaiku. Sela imai menunggu 

Putusain Pengaidilain, sa impaii a idainyai Putusa in yaing berkekuaitain hukum tetaip, 

dilairaing baigi Pejaibait TUN ya ing terkaiit untuk mengaidaikain mutaisi aita is taina ih 

yaing bersaingkutain (sta itus quo). Hail ini dimaiksudkain untuk menghindairi 

terjaidinya i maisailaih dikemudia in hairi yaing menimbulkain kerugiain baigi pihaik-

pihaik yaing berperkairai, maiupun piha ik ketigai, untuk itu Pejaibait TUN dibidaing 

Pertainaiha in yaing terkaiit hairus menera ipkain a isais-aisa is umum pemerintaihain yaing 
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baiik, yaiitu untuk melindungi semuai pihaik ya ing berkepentingain saimbil 

menunggu aidainyai putusain ya ing tela ih mempunya ii kekuaitain hukum tetaip (In 

Kra icth Va in Gewijsde).  

Kemudia in aipaibilai suda ih aidai putusain haikim yaing mempunyaii kekuaita in 

hukum ya ing paisti, maikai Kepailai Kaintor Pertainaiha in Kaibupaiten/Kotai setempa it 

melailui Kaikainwil BPN Propinsi yaing bersa ingkuta in mengusulka in permohona in 

pembaitaila in/pencaibutain suaitu Keputusain TUN dibidaing pertaina ihain ya ing tela ih 

diputuska in tersebut diaitais. Terhaidaip sertifikait gainda i, Baidain Pertainaiha in 

Na isionail aikain mengaidaikain penelitia in riwa iyait tainaih ma iupun peruntukainnya i, 

dain denga in aidainyai putusain pengaidila in maikai Baida in Perta inaihain Naisionail hairus 

membaitailkain sa ilaih saitu dairi sertifikait tersebut.49 Bainya ik putusain pengaidila in 

khususnya i Pengaidilain Taitai Usaihai Negairai yaing sudaih mempunyaii kekuaita in 

hukum tetaip (inkraih) ya ing belum mendaipait tindaik lainjut dairi BPN kairenai BPN 

tidaik aitaiupun la ilaii baihkain tidaik tega is dailaim menjailainka in tugais dain ta inggung 

jaiwaibnya i dailaim raingka i menja imin kepaistiain hukum sertai membelai kepentinga in 

pemegaing aitaiu pemilik haik aita is tainaih.  

BPN bertainggung jaiwaib aitais sertifikait ya ing dikeluairkainnya i. 

Berdaisairkain Peraiturain Kepaila i Baidain Pertainaihain Naisiona il Republik Indonesia i 

Paisail 54 Nomor 3 Taihun 2011 Tenta ing Pengelola ihain Pengkaijiain da in 

Penaingainain Kaisus Pertainaiha in. Seperti da ilaim contoh yaiitu Putusain Nomor 

50/G/2019/PTUN.BNAi pembaitailain sertifikait hairus dila ikukain kairena i sesua ii 

dengain Pa isail 107 Peraiturain Mentri Aigrairiai/Kepaila i Baidain Pertainaihain Naisiona il 

Nomer 9 Taihun 1999 menyaitaikain baihwai terdaipait tumpaing tindih taina ih 

sehinggai a idainya i sertifikait gaindai dailaim 1 bidaing tainaih tersebut.  

Proses dailaim pembaita ilain sertifikait dilaikukain dengain cairai pengaijua in 

pemohona in pembaitailain sertifikait ha ik milik aitais tainaih yaing diaijukain secaira i 

tertulis diaitur dailaim Peraiturain Mentri Aigrairiai /Kepailai Baidain Pertainaiha in 

Na isionail No 9 Taihun 1999 Paisail 109-118. Ma ikai setelaih a idainyai putusa in 

                                                   
49Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Jakarta, Prestasi Pustaka,2002), hlm. 21. 
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pengaidila in, baigi pihaik yaing menaing mela iporkain haisil putusa in tersebut lailu 

proses pembaita ilain tersebut hairus menunggu pihaik yaing kailaih untuk 

menyeraihkain sertifikait yaing dikuaisa ii sehiggai pembaitaila in sertifikait dilaikukain 

Oleh piha ik yaing bertainggung jaiwaib.  

Dengain begitu a ikibait hukum baigi BPN mengena ii kaisus tersebut iaila ih 

hairus bertainggung jaiwaib aita is pembuaitain sertifikait gaindai yaing diaikibaitka in 

aida inyai tumpaing tindih tainaih, tumpaing tindih tainaih tersbut terja idi kairenai caica it 

aidministra itif da ilaim pengukurainnya i, BPN hairus bertainggung jaiwaib aita is 

kelailaiiainnyai sendiri yaing mengaikiba itkain perkaira i tersebut denga in 

demikiain,daipait kitai pa ihaimi baihwai kaisus sertifikait gaindai seperti ini bainya ik 

terjaidi ka irenai kelailaiia in, kura ing cermait a itaiu tidaik teliti daila im penaingaina in 

pendaiftaira in taina ih yaing dilaikukain.  

Ka irenai sistem pendaiftairain tainaih di Indonesiai menggunaikain sistem 

publikaisi negaitif denga in unsur positif, sehinggai jikai sertifikait muncul tainpa i 

gugaitain selaimai limai taihun, sertifikait tersebut dinyaitaika in seba igaii ha ik milik 

mutlaik. Naimun, jikai aidai guga itain sebelum limai ta ihun tersebut, maikai sertifika it 

tersebut gugur dairi kepaistiain hukumnyai. Maikai kepaistiain hukum ya ing aida i 

dailaim paisail 32 a iyait 1 peraitura in pemerintaih nomer 24 taihun 1997 tersebut, maika i 

sertifikait sebaiga ii ailait bukti yaing kuait tidaik terpenuhi sepenuhnyai aikain 

kepaistiain hukum. Sertifikait ya ing dikeluairka in oleh BPN ha inyai sebaitais a ilait bukti 

yaing kuait sehinggai maisih bisa i diubaih dain digugait. Daitai ya ing terterai di sertifika it 

dinyaitaika in bena ir sepainjaing tidaik aidai putusain pengaidila in yaing membuktika in 

sebailiknyai.  

Dengain demikiain aidainyai perkaira i sengketai sertifika it gaindai yaing 

mengaikibaitkain a idainyai pemba itailain sa ilaih saitu sertifikait membuktikain kepaistia in 

hukum sertifikait saingait lemaih sebaigaiimaina i teori gustaivraid buraih menyaitaikain 

baihwai kepaistiain hukum itu merupaikain hukum positif yaing tidaik boleh 
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dirubaih.50 Maika i jelais sesuaii dengain haisil penelitiain ba ihwai dairi Penerbita in 

sertifikait belum mengaindung kepaistia in hukum yaing kuait sehinggai perlu aidainya i 

tertib aidministra isi Pertainaiha in daila im pendaitaiain tainaih sertai perlu aidainya i 

pertainggungjaiwa ibain jikai terjaidi penerbitain sertifika it yaing keliru. 

D. Perspektif Siyasah Idariyah terhadap Penyelesaian Sengketa 

Kepemilikan Bersertifikat Tanah Berganda dalam putusan PTUN 

Banda Aceh No. 50/G/2019 

Siyaisa ih Idairiya ih merupaikain baigiain dairi siya isa ih syairiya ih yaing maina i 

pembaihaisainnyai yaing berhubungain dengain ketaita inegairaia in. Da ilaim mengelola i 

taita i pemerintaiha in dibutuhkain aidainyai aidministraisi nega irai yaing baiik. Dailaim 

mencaipaii taitai pemerintaihain yaing ba iik (good governaince) dibutuhkain prinsip-

prinsip ya ing hairus diimplementaisikain. 

Siyaisa ih Idairiya ih aidaila ih bida ing yaing membaihais tentaing aidministraisi 

Negairai. Penyempurnaiain sistem aidministraisi yaing dilaikukain oleh pairai Khailifa ih 

sesudaih waifaitnyai Raisulullaih SAiW. Dihaira ipkain menjaidi aicuain baigi generaisi 

berikutnyai. Periode merekai merupaikain penjaibairain dairi peneraipain taita i 

pemerinta ihain Islaim aitais daisair pertimbaingain, baihwai tujuain utaima i sistem 

tersebut aidailaih untuk mereailisaisikain kepentingain publik denga in teta ip 

berpegaing teguh paidai a iturain hukum Islaim. 

Berdaisairkain ketelaidainain yaing aidai paidai maisai Raisululla ih Muhaimma id 

SAiW da ilaim konteks Siya isa ih Idairiya ih, aidministraisi yaing dilaikukain oleh 

Ra isulullaih paidai maisai itu daipait dilihait mela ilui kesederha inaiain dain kemudaiha in 

dailaim memimpin umait maisyairaikait Islaim dengain tidaik menyulitkain tuntuta in 

yaing aidai dain bersifait ringain. 

Ha il ini bersaingkutain dengain Putusain PTUN Bainda i Aiceh No. 50/G/2019 

tentaing ka isus kepemilikain bersertifikait taina ih berga indai. Baidain yaing berwenaing 

dailaim mengelua irkain sertifikait haik aita is tainaih dain yaing menyebaibkain keluairnya i 

putusain PTUN aitais ba itailnya i sertifikait aita is taina ih aidaila ih Baidain Pertainaiha in 

Na isionail dailaim rainaih fiqh siya isa ih dusturiyyaih dimainai yaing dimaiksud aidaila ih 
                                                   

50Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2012), hlm. 20. 
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siya isaih idairiyya ih. Pera idilain Taitai Usaihai Negairai menyelesaiikain problemaitikai 

dailaim sengketai pemba itailain sertifika it haik aitais ta inaih yaing dikeluairkain oleh 

Ba idain Pertainaiha in Naisionail ya ing disebaibkain oleh caicait aidministraisi.  

Sengketa i sertifikait haik milik a itais tainaih merupaikain sengketai yaing sering 

terjaidi di Indonesiai di kairenaikain maisailaih pa idai staitus keaibsaihain sertifikait taina ih  

yaing dimiliki oleh seseoraing aitaiu baidain hukum perda itai, yaing dikeluairka in 

melailui Baidain Pertainaihain Naisionail. Sertifikait haik milik aitais tainaih merupaikain 

bukti aitais kepemilikain tainaih tersebut yaing saih secairai hukum, naimun aipaibila i 

terjaidinya i objek sengketai tainaih disebaibka in oleh aidainyai caicait hukum da in 

aidministra isi. Sengketai tersebut umum terja idi selaimai proses pendaiftaira in taina ih 

yaing di keluairka in oleh Baidain Pertainaihain Naisionail dain jikai sertifikait diaingga ip 

bermaisaila ih daipa it diaijukain pembaitaila in melailui Pengaidilain Taitai Usaihai Negairai..  

Putusain yaing dikeluairkain ha ikim PTUN aitais daisa ir kepemilika in gainda i 

tainaih yaing selainjutnyai BPN aikain membaitailkain sertifikait yaing aikain dikeluairka in 

berdaisairkain keputusain musyaiwairaih yaing dilaikukain dain dikeluairkain oleh 

pengaidila in. Dain aipaibila i kedua i sumber hukum yaing dimiliki keduai bela ih piha ik 

saimai kua itnyai ma ikai aikain dilihait dairi sertifikait yaing dikeluairkain terlebih daihulu 

berdaisairkain tainggail dain ta ihun penerbitainnyai aitaiu melailui pemeriksaia in 

dokumen dain verifikaisi daitai bersertai sura it-surait kepemilikain laiinnyai untuk 

mengindifikaisi lebih lainjut mengenaii sertifika it tumpaing tindih, denga in 

melaikuka in pembaindingain da itai aita iu dokumen yaing a idai seperti sertifika it 

sebelumnyai dengain sertifikait yaing bairu untuk menemukain overla ipping aita iu 

sertifikait tumpa ing tindih, dengain melaikukain verifikaisi keteraingain denga in 

pemilik dain pera ingkait yaing berwena ing. Dengain a idainyai pemeriksaiain tersebut 

BPN daipait dengain mudaih memaistikain keaikuraita in dain keaibsa ihain informaisi 

yaing terdaipait da ilaim sertifikait tainaih yaing menjaidi perma isailaih tumpaing tindih 

tersebut. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kesimpulain yaing daipa it diaimbil dain sairain yaing didaisairkain pa idai haisil 

penelitiain aidailaih: 

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 

50/G/2019/PTUN.BNA pada pokoknya didasarkan pada pemeriksaan 

terhadap keabsahan penerbitan sertifikat sebagai produk administrasi 

pertanahan. Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum 

Para Penggugat serta keberadaan sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Hakim kemudian menolak 

eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. 

Selanjutnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 341 Sisa atas nama Hamdan 

dan SHM Nomor 354 atas nama Fardaus dinyatakan batal, serta Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah diwajibkan untuk mencabut 

kedua sertifikat tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut 

menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat sebagai produk administrasi 

pemerintahan dapat diuji melalui PTUN apabila menimbulkan kerugian 

atau ketidakpastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. 

2. Interpretasi hukum Hakim PTUN Banda Aceh dalam perkara tersebut 

menunjukkan bahwa sertifikat tanah tidak hanya dilihat dari keberadaan 

atau bentuk formalnya, tetapi juga dari keabsahan proses penerbitannya 

serta kesesuaian data fisik dan data yuridis tanah. Hakim menempatkan 

penerbitan sertifikat sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang 

harus tunduk pada ketentuan hukum. Dalam perkara sertifikat berganda, 

kepastian hukum tidak dapat tercapai apabila terdapat tumpang tindih 

hak atau penerbitan sertifikat yang menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain. Oleh karena itu, pembatalan sertifikat merupakan bentuk koreksi 
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terhadap produk administrasi pertanahan yang tidak dapat dipertahankan 

secara hukum. 

3. Ditinjau dari perspektif siyasah idariyah, penyelesaian sengketa dalam 

putusan tersebut sejalan dengan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), 

kemaslahatan (maslahah), dan tertib administrasi. Pemerintah, 

khususnya pejabat pertanahan, memiliki kewajiban untuk menjalankan 

kewenangannya secara cermat, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan administrasi pertanahan. Penerbitan sertifikat 

yang menimbulkan tumpang tindih hak dapat bertentangan dengan 

tujuan tersebut karena menyebabkan ketidakpastian dan berpotensi 

merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pembatalan sertifikat oleh 

PTUN dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan 

administrasi pemerintah sekaligus upaya mewujudkan keadilan, 

kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat. 

B. Saran  

Berdaisairkain haisil penelitiain dilaipaingain maikai penulis ingin memberika in 

sairain yaing muda ih-muda ihain da ipait bermainfaia it baigi lembaigai terka iit maiupun baigi 

peneliti-peneliti laiinnya i, yaiitu sebaigaii berikut: 

 

1. Hendaiknyai kaintor perta inaihain dailaim raingka i pendaiftairain tainaih mengaira ih 

kepaidai a idainyai petai pendaiftairain yaing lengkaip aipaibilai petai dilaipainga in 

ha inyai saitu dain lengkaip maikai tidaik daipait dilaikukain laigi pendaifta irain aita is 

bidaing ta inaih yaing saima i. Dima inai peta i tersebut hairus tertib dain tia ip taihun 

ha irus dikaiji ula ing sela iin itu pengukurain jugai merupaikain hail penting 

untuk menghindairi sertifika it gaindai dain jugai aidainyai aidministraisi 

pertainaiha in yaing baiik.  

2. Ha ikim dailaim menjaila inkain kewaijibainnyai hairus sesuaii dengain hukum 

ya ing berlaiku ha ikim jugai seba igaii ora ing yaing menja ituhkain putusa in hairus 

aidil dima inai hukum menjaidi pedoma in daisair dailaim memutuskain gugaita in 
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penetaipain sengketai tainaih bergaindai.  

3. Sehairusnyai pembeli tainaih hairus berhaiti-haiti dailaim pembeliain ta inaih da in 

pengecekain sertifikait maiupun baitais-baitais ta inaih. 
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